WALIKOTA PALEMBANG
PROVINSI SUMATERA SELATAN
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PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG
NOMOR 82 TAHUN 2016

TENTANG
PEDOMAN KENDALI MUTU

APARAT PENGAWASAN INSPEKTORAT KOTA PALEMBANG

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PALEMBANG,

bahwa dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang
baik, berdaya guna, berhasil guna, bersih dan
bertanggungjawab diperlukan adanya pengawasan oleh
Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang berkualitas;
bahwa dalam rangka mewudukan pengawasan yang
berkualitas sesuai dengan mandat audit masing-masing
Aparat Pengawasan Intern Pemerintah dan standar
Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah, diperlukan
sistem pengendali mutu audit;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Walikota Palembang tentang
Pedoman Kendali Mutu Aparat Pengawasan Inspektorat
Kota Palembang;

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat 1l dan Kotapraja di
Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 23..........



Menetapkan :

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4890);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 19
Tahun 2009 tentang Pedoman Kendali Mutu Audit
Aparat Pengawas Intern Pemerintah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1086);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 10
Tahun 2016 tentang Pencabutan Peraturan Menteri
Pendayvagunaan Aparatur Negara Nomor
PER/05/M.PAN/03/2008 tentang Standar Audit Aparat
Pengawasan Intern Pemerintah;

Peraturan Walikota Palembang Nomor 13 Tahun 2013
tentang Uraian Tugas Masing-masing Jabatan
Fungsional di lingkungan Inspektorat Kota Palembang
(Berita Daerah Kota Palembang Tahun 2013 Nomor 13)

MEMUTUSKAN:

PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN KENDALI
MUTU APARAT PENGAWASAN [INSPEKTORAT KOTA
PALEMBANG



Pasal 1
Pedoman Kendali Mutu Aparat Pengawasan Inspektorat Kota
Palembang tercantum dalam lampiran yang merupakan

bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 2
Pedoman Kendali Mutu Aparat Pengawasan Inspektorat Kota
Palembang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 menjadi
acuanr bagi seluruh aparat pengawasan pada Inspektorat Kota

Palembang dalam melaksanakan audit sesuai dengan mandat

audit masing-masing.

Pasal 3
Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Walikota ini dengan Penempatannva
dalam Berita Daerah Kota Palembang.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal/ 20 DETEHEER 2Z0LL
WALIKOTA JALEMBANG,

HARNOJOYO
Diundangkan di Palembang
pada tanggal 30 PDEEMBErR 2516
SEKRETARIS DAERAH.KOTA PALEMBANG

HAROBIN MASTOFA
BERITA DAERAH KOTA PALEMBANG TAHUN 2016 NOMOR QL



LAMPIRAN 1

PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG
NOMOR 82 TAWuN 2016
TENTANG PEDOMAN KENDALI MUTU
APARAT PENGAWASAN INSPEKTORAT
KOTA PALEMBANG

BAB I
PENDAHULUAN

A. PENGANTAR

Pengawasan Intern pemerintah merupakan unsur manajemen
pemerintah yang penting dalam rangka mewujudkan kepemerintahan vang
baik. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), yang ada terdiri dari Badan
Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Inspektorat Jendral
Departemen (Itjen), Inspektorat Utama/Inspektorat atau Deputi Pengawasan
LPND, Inspektorat Provinsi, Kabupaten dan Kota sebagai pelaksana
pengawasan intern pemerintah harus mampu merespon secara aktif
terhadap berbagai permasalahan dan perubahan yang terjadi baik di bidang
politik, dibidang ekonomi maupun di bidang sosial melalui program dan
kegiatan yang ditetapkan dalam suatu kebijakan pengawasan nasional yang
berlaku secara menyeluruh untuk APIP pusat dan daerah. Perubahan yang
terjadi akibat dinamika tuntutan masyarakat tercermin dari penetapan
peraturan perundang-undangan yang mendukung penerapan tata kelola
kepemerintahan yang baik dan peningkatan peran daerah dalam
penyelenggaraan pemerintahan.

Tugas pengawasan oleh Inspektorat Kota Palembang dilakukan untuk
kepentingan Walikota dalam melaksanakan pemantauan terhadap kinerja unit
organisasi yang ada didalam kepemimpinannya.

Kelancaran pelaksanaan tugas APIP perlu didukung dengan peraturan
perundang-undangan dan pedoman tentang pengawasan intern pemerintah
vang merumuskan ketentuan-ketentuan pokok dalam bidang pengawasan
intern pemerintah dalam rangka menjamin terlaksananya pengawasan intern
pemerintah yang efisien dan efektif. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 60 Tahun 2008, Asosiasi Auditor Intern Pemerintah (AAIPI) telah
menyusun Standar Audit APIP, Kode Etik Auditor APIP dan Telaahan Sejawat
APIP. Berdasarkan hal tersebut telah diterbitkan Peraturan Menteri Negara
Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 9 Tahun 2016 tentang Kode Etik
APIP , Nomor 10 Tahun 2016 tentang Standar Audit APIP dan Nomor 11
Tahun 2016 tentang Telaahan Sejawat APIP.

Penyusunan Kode Etik APIP, Standar Audit APIP serta Telaahan Sejawat
APIP tersebut dimaksudkan agar pelaksanaan audit berkualitas, siapapun
vang melaksanakannya diharapkan menghasilkan suatu mutu audit yang
sama ketika auditor melaksanakan auditnya scsuai dengan kode etik dan
standar audit yang bersangkutan, serta dilakukan telaahan sejawat oleh APIP



standar audit yang bersangkutan, serta dilakukan telaahan sejawat oleh APIP
lainnya untuk memastikan Laporan Hasil Audit, Kertas Kerja Audit dan
Program Kerja Audit telah selaras menghasilkan audit yang bermutu. Untuk
memastikan suatu audit yang sesuai dengan kode etik dan standar audit yang

bersangkutan perlu dibuat suatu sistem pengendalian oleh manajemen APIP
berupa kendali mutu pelaksanaan audit.

Sistem pengendalian mutu audit tersebut merupakan suatu prosedur
dan reviu pengendalian yvang harus dilakukan oleh setiap unit APIP yang
meliputi kebijakan prosedur dan program pengendalian pada lingkup
kewajiban unit APIP sebagaimana tercantum pada standar audit APIP.

Oleh karena itu, perlu disusun Pedoman Kendali Mutu Audit bagi Aparat
Pengawasan Intern Pemerintah, yang selanjutnya disingkat PKMA-APIP, vang
terdiri dari prosedur-prosedur yang digunakan untuk memastikan bahwa APIP

telah memenuhi tanggung jawab profesionalnya kepada auditi dan pihak
lainnya

B. PENGERTIAN-PENGERTIAN
Pengertian-Pengertian berikut ini digunakan dalam PKMA-APIP ini :

a. Kendali mutu dalam audit oleh APIP adalah metode-metode yang
digunakan untuk memastikan bahwa APIP dan auditornya telah
memenuhi kewajiban profesionalnya kepada audii maupun pihak
lainnya.

b. Standar audit adalah kriteria atau ukuran mutu minimal untuk
melakukan kegiatan audit yang wajib dipedomani oleh Aparat
Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).

c. Kode etik adalah pernyataan tentang prinsip moral dan nilai yang
digunakan oleh auditor sebagai pedoman tingkah laku dalam
melaksanakan tugas pengawasan.

d. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) adalah Instansi Pemerintah
yang mempunyai tugas pokok dan fungsi melakukan pengawasan.

e. Pengawsan intern adalah seluruh proses kegiatan audit, reviu, cvaluasi
dan pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap
penyelenggaraaan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan
kevakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai
dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisisen untuk
kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata kelola/kepemerintahan
yang baik.

f. Audit adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi bukti
yang dilakukan secara independen, objektif dan professional berdasarkan
standar audit, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas,

efektivitas, efisiensi, dan keandalan informasi pelaksanaan tugas dan
fungsi instansi pemerintah.



h.

Reviu adalah penelaahan ulang bukti-bukti suatu kegiatan untuk
memastikan bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan
ketentuan standar, rencana, atau norma vang telah di tetapkan.
Pemantauan adalah proses penilaian kemajuan suatu program/kegiatan
dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan hasil/presteasi
suatu kegiatan dengan standar, rencana, atau norma yvang telah
ditetapkan dan menentukan faktor-faktor vyang mempengaruhi
keberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan.
Audit kinerja adalah audit yang terdiri atas aspek ekonomi dan efisiensi
serta audit aspek efektifitas

Audit investigatif adalah proses mencari, menemukan, dan
mengumpulkan barang bukti secara sistematis yang bertujuan
mengungkapkan terjadi atau tidaknya suatu perbuatan dan pelakunya
guna dilakukan tindakan hukum selanjutnya.

Auditor adalah pegawai negeri sipil (PNS) wvang mempunyai jabatan
fungsional auditor dan/atau pihak lain yang diberi tugas, wewenang,
tanggung jawab dan hak secara penuh oleh pejaat vang berwenang

melaksanakan pengawasan pada instansi pemerintah untuk dan atas
nama APIP

m. Auditor investigatif adalah auditor vang memenuhi kualifiasi dan diberi

C.

wewenang untuk melakukan audit investigatif
Auditi adalah orang/instansi pemerintah yang diaudit oleh APIP
Instansi pemerintah adalah unsur penyelenggara pemerintah pusat atau
unsur penyelenggara pemerintah daerah,
Organisasi adalah pemerintah Daerah atau institusi yang menurut
peraturan perundang-undangan ditunjuk sebagai atasan pimpinan APIP.
Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan vang diinginkan pada
akhir periode perencanaan.
Misi adalah rumusan wumum mengenai upaya-upaya yang akan
dilaksanakan untuk mewujudkan wvisi.
Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif
untuk mewujudkan visi dan misi
Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah
Pusat/Daerah untuk mencapai tujuan
. Program adalah instrument kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan
yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai
sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan
masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah.
Risiko adalah kondisi atau hal-hal yang dapat mencegah atau
menghambat tercapainya tujuan

MAKSUD DAN TUJUAN

Disusunnya PKMA-APIP ini dimaksudkan untuk memecahkan
berbagai masalah berikut ini :
a. Ketidakefektifan pengawasan instern;
b. Proses audit yang tidak transparan;
c. Kualitas dan integritas pengendali teknis dan pengendali mutu audit
vang kurang memadai;



d. Pelaksanaan audit yang kurang terjamin mutunya sehingga tidak
mencapai tujuan pelaksanaan audit;

e. Belum adanya pedoman kendali mutu audit APIP yang mendukung agar
audit dapat berjalan lebih efisien dan efektif

Tujuan disusunnya PKMA-APIP ini adalah memastikan bahwa audit
yang dilaksanakan oleh APIP sesuai dengan kode etik dan standar audit

. RUANG LINGKUP

Kegiatan utama APIP meliputi audit, reviu, evaluasi, pemantauan,
dan kegiatan pengawasan lainnya berupa asistensi, sosialisasi dan
konsultasi Pedoman Kendali Mutu Audit APIP ini hanya mengatur kendali
mutu atas kegiatan audit yang dilakukan oleh APIP sehubungan dengan
telah diterbitkannya kode etik APIP dan stadar audit APIP. Meskipun
demikian, apabila dalam pelaksanaan pekerjaan APIP,prinsip-prinsip vang
ada dalam kendali mutu audit ini sesuai dengan pekerjaan tersebut, maka
pedoman kendali mutu audit ini dapat digunakan sebagai rujukan.

Standar audit sesuai dengan Peraturan Menteri Negara
Pendayagunaan Aparatur Negara nomor PER/05/M.PAN/03/2008 tentang

Standar Audit APIP mengatur dua jenis audit, yaitu audit kinerja dan audit
investigatif.

E. SISTEMATIEKA

PKMA-APIP ini disusun menurut sistematika sebagai berikut :

Babl Pendahuluan

Bab Il Pedoman Penyusunan Rencana Strategis

Bab lIl Pedoman Pengendalian Mutu Perencanaan Audit APIP

Bab IV Pedoman Pengendalian Mutu Penyusunan Rencana dan Program
Kerja Audit

BabV Pedoman Pengendalian Mutu Supervisi Audit

Bab VI Pedoman Pengendalian Mutu Pelaksanaan Audit

Bab VII Pedoman Pengendalian Mutu Pelaporan Audit

Bab VIII Pedoman Pengendalian Mutu Pemantauan Tindak Lanjut Hasil
Audit

Bab IX Pedoman Pengendalian Mutu Tata Usaha dan Sumber Daya
Manusia



BAB II
PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS

A. PENDAHULUAN

1.

Latar Belakang

Setiap organisasi harus mempunyai tujuan, demikian pula APIP
harus mempunyai tujuan baik jangka panjang, jangka menengah
maupun jangka pendek. Penetapan tujuan ini sangat penting, baik

sebagai arahan jalannya organisasi maupun untuk mengukur
keberhasilan organisasi.

Berbagai peraturan menetapkan bahwa unit organisasi eselon I
dan Il harus menyusun rencana strategis, misalnya seperti yang di
atur dalam Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional. Inpers Nomor 7 tahun 1999
tentang  Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), yang
menyebutkan bahwa setiap instansi pemerintah wajib menyusun
Rencana Strategis untuk melaksanakan akuntabilitas kinerja instansi
pemerintah sebagai wujud pertanggung jawabannya.

Standar Audit Terkait

Strandar audit yang diacu dalam penyusunan rencana strategis
pengawasan serta pernyataan visi, misi, dan tujuan serta kewenangan
dan tanggung jawab APIP adalah bahwa:

e APIP harus menyusun rencana pengawasan tahunan dengan
prioritas kegiatan vang mempunyai risiko terbesar dan selaras
dengan tujuan organisasi.

e APIP wajib menyusun rencana strategis lima tahunan sesuai
dengan peraturan perundang-undangan.

e Visi, Misi dan tujuan, serta kewenangan, dan tanggung jawab APIP
harus dinvatakan secara tertulis, disetujui dan ditandatangani oleh
pimpinan organisasi.

Maksud dan Tujuan

Pedoman penyusunan rencana sirategis dimaksudkan untuk
memberikan panduan bagi APIP dalam menetapkan visi, misi, tujuan,
sasaran, strategis, program dan kegiatan yang merupakan rujukan
pelaksanaan kegiatan APIP dan agar auditi dapat mengetahui visi,
misi, dan tujuan serta kewenangan dan tanggung jawab APIP.

Pedoman ini bertujuan agar APIP mempunyai rencana strategis yang
akan dipergunakan sebagai dasar kegiatan pengawasan dan
keberadaan APIP diketahui serta dipahami oleh auditi.



4. Sistematika Pedoman
Pedoman ini disusun dalam tiga subbab yang menjelaskan
urutan serta isi masing masing subbab sebagai berikut :
1. Pendahuluan
2. Penyusunan rencana strategis
3. Penyusunan pernyataan visi, misi, dan tujuan serta kewenangan
dan tanggung jawab.

. PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS

Rencana strategis yang disusun oleh APIP mencakup visi, misi,
tujuan sasaran, strategis, program, dan kegitan. Prosedur penyusunan
rencana strategis dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Menetapkan visi

¢ Visi yang berupa pernyataan umum tujuan yang hendak dicapai
pada akhir periode perencanaan jangka panjang.

* Visi hendaknya disusun dengan memperhatikan keselarasannyva
dengan visi dan misi organisasi dan disusun melalui proses
perumusan oleh pimpinan APIP dengan meminta masukan dari
pimpinan dibawahnya baik struktural maupun fungsional serta
sumber lainnya yang berkaitan.

e Visi dibuat secara singkat, jelas dan padat.

2. Menetapkan misi

e Misi APIP merupakan penjabaran dari visi dalam rangka upaya
mewujudkan visi yang telah ditetapkan.

e Misi disusun melalui proses perumusan seluruh jajaran pimpinan
APIP berdasarkan visi yang telah ditetapkan.

* Misi disusun secara singkat, jelas dan padat serta dapat merujuk
pada visi yang telah ditetapkan.

3. Menetapkan Tujuan Sasaran

* Tujuan dan sasaran pengawasan dirumuskan oleh jajaran pimpinan
APIP berdasarkan visi dan misi yang telah ditetapkan.

¢ Tujuan dan sasaran dibuat secara singkat dan jelas.

¢« Sasaran sudah harus mepunyai indikator yang dapat diukur.

4. Menetapkan Strategi

¢« Setelah tujuan dan sasaran ditetapkan, APIP kemudian
merumuskan strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran yang
telah ditetapkan.

» Rumusan tersebut dikomunikasikan kepada auditi untuk
memperoleh masukan.

s+ Berdasarkan masukan di atas, maka strategi pengawasan
dirumuskan kembali.

¢ Strategi yang telah dirumuskan dibagi habis kepada seluruh unsur
unit yang melakukan fungsi audit vang akan bertindak sebagai
penanggung jawab pelaksanaan pengawasan

*» APIP menyusun matriks yang memperlihatkan hubungan strategis

penanggung jawab pelaksanaan pengawasan dan sasaran
pPeENgawasannya.



C.

5. Menetapkan Program

* APIP memilih program kegiatan pengawasan yang akan
dilakukannya berdasarkan strategi yang telah ditetapkan
6. Menetapkan kegiatan APIP menyusun kegiatan yang akan dilaksanakan
berdasarkan program yang telah di tetapkan.

Prosedur tersebut diatas dapat digambarkan sebagaimana
terdapat pada Gambar 1 dibawah ini.

; TUJUAN SASARAN
VIS s T m_:.f‘ PENGAWASAN
KEGIATAN [—:"} m:’: STRATEGIS

Gambar 1 : Penyusunan Rencana Strategis

Rencana strategis APIP yang mencakup visi, misi, tujuan,
sasaran, strategi, program, dan kegiatan ditetapkan sesuai peraturan
perundang-undangan.

Matrik yang memperlihatkan hubungan strategis, penanggung
Jjawab pelaksanaan pengawasan, dan sasaran pengawasannya yang di
tuangkan ke dalam sebuah formulir tujuan, sasaran dan strategi
pengawasan dapat dilihat pada Lampiran II.

PENYUSUNAN PERNYATAAN VISI, MISI, DAN TUJUAN SERTA
KEWENANGAN DAN TANGGUNG JAWAB

APIP harus menyusun pernvataan visi, misi, dan tujuan serta
kewenangan dan tanggung jawab untuk diketahui oleh seluruh jajaran
auditi yang menjadi obyek auditnya

Pernyataan tersebut dibuat berdasarkan visi, misi dan tujuan
yang telah ditetapkan serta kewenangan dan tanggung jawab yang
merupakan tugas pokok dan fungsi APIP. Pernyataan tersebut

ditandatangani oleh pimpinan APIP dan disahkan oleh pimpinan
organisasi.



BAB III
PEDOMAN PENGENDALIAN MUTU PERENCANAAN AUDIT APIP

PENDAHULUAN
1. Latar Belakang

APIP mempunyai kewenangan untuk melakukan audit pada auditi
di lingkungan organisasi APIP. Institusi yang diaudit biasanya relatif
tetap, namun ukuran besar dan kegiatannya bervarisasi. Kondisi seperti
itu mendukung penyusunan perencanaan audit yang lengkap dan tepat
berdasarkan ukuran risiko masing-masing auditi.

Auditi yang mempunyai ukuran risiko sangat tinggi diperiksa lebih
sering dan lebih dalam dibandingkan dengan auditi yang berisiko lebih
rendah.

. Standar Audi Terkait

Standar audit yang terkait dengan pengendalian mutu perencanaan
audit APIP adalah :

* APIP harus menyusun rencana pengawasan tahunan dengan
perioritas pada kegiatan yang mempunyai risiko terbesar dan selaras
dengan tujuan organisasi.

e APIP harus mengkomunikasikan rencana pengawasan tahunan
kepada pimpinan organisasi dan unit-unit terkait

3. Maksud dan tujuan

Pedoman pengendalian mutu perencanaan audit APIP
dimaksudkan untuk memberikan panduan bagi APIP dalam menyusun
perencanaan audit pada tingkat instansi yaitu dalam menentukan
auditi, tujuan audit, tenaga auditor, waktu audit, biaya perjalanan dan
hasil auditnya untuk satu tahun.

Pedoman ini mempunyai tujuan agar APIP mempunyai rencana
audit yang rinci dan lengkap, baik jangka menengah lima tahunan
maupun jangka pendek tahunan serta memastikan ukuran bagi
pencapaian kinerja APIP terhadap jumlah auditi dalam lingkup
tugas/kewenangannya.

. Sistematika Pedoman
Pedoman ini disusun dalam empat subbab yang menjelaskan
urutan serta isi dari masing-masing subbab sebagai berikut :
1. Pendahuluan
2. Penetapan besaran risiko untuk seluruh auditi dan peta audit APIP
3. Penyusunan kegiatan rencana strategis dituangkan dalam rencana
audit jangka menengah lima tahunan.
. Penyusunan rencana audit tahunan.
5. Mengkomunikasikan rencana audit tahunan kepada pejabat yang
berwenang.

I
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B. PENETAPAN BESARAN RISIKO UNTUK SELURUH AUDITI DAN PETA
AUDIT

Penetapan besaran risiko akan menentukan auditi vang akan di

audit. Oleh karena itu penetapan risiko ini merupakan hal yang sangat
penting untuk dibuat. Dalam rangka mempermudah pengukuran risiko
tentang angkanya lebih baik dibuat kecil,misalnya 1,2,3 dan 4 atau
dalam kualitas adalah rendah, sedang, tinggi dan sangat tingei.
Pembuatannya minimal dilakukan dengan tahapan sebagai berikut

1,

. APIP harus menetapkan besaran risiko atas seluruh auditi.
. Setiap auditi ditaksir besaran risikonya berdasarkan unsur-unsur

W ba

4.

APIP harus membuat peta risiko sendiri.

risiko yang berkaitan. Unsur-unsur risko ini jangan terlalu banyak
atau pun terlalu sedikit. Unsur-unsur risiko tersebut antara lain :
a. Suasana yang berhubungan dengan etika dan tekanan yang
dihadapi manajemen dalam usaha mencapai tujuan organisasi.
. Kompetensi, kecukupan dan integritas pegawai.
. Ukuran harta dan volume transaksi.
. Kondisi finansial dan ekonomi.
. Kerumitan atau mudah berubahnya kegiatan.
Dampak dari konsumen, rekanan dan perubahan kebijakan
pemerintah.
. Tingkat penggunaan komputer untuk pengolahan informasi.
. Penyebaran operasi secara geogralfis.
Kecukupan dan keefektifan pengendalian intern.
Berbagai perubahan organisasi, operasi, teknologi atau ekonomi.
. Petimbangan profesi manajemen.
. Dukungan terhadap temuan audit dan tindakan perbaikan yang
dilakukan
m. Periode dan hasil audit terdahulu.
n. Jarak auditi.
Selain unsur risiko seperti di atas dapat juga digunakan pengukuran
risiko dari unsur risiko bawaan atau melekat dan risiko pengendalian.
Besaran risiko auditi dirumuskan dengan meminta masukan dari
auditi, dan jika auditi memiliki unit pengelola risiko maka unit
tersebut dijadikan sebagai sumber masukan utama.
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. APIP selanjutnya menyusun peta audit pada lingkungan

organisasinya, yang meliputi auditi, besaran risiko, tenaga auditor,
tenaga tata usaha, sarana dan prasarana, serta dukungan dana.
Penetapan besaran risiko tiap auditi dilakukan setahun sekali pada
saat penyusunan rencana audit tahunan.

Formulir peta audit APIP dapat diliat pada Lampiran III



C. PENYUSUNAN KEGIATAN RENCANA STRATEGIS DITUANGKAN DALAM
RENCANA AUDIT JANGKA MENENGAH LIMA TAHUNAN

Unit vang melaksanakan fungsi perancanaan APIP membuat
rencana audit jangka menengah lima tahunan berdasarkan
rencana strategis dan data peta audit.

Berdasarkan penetapan sasaran, strategi dan program serta peta
audit disusun rencana audit lima tahunan yang dijabarkan dalam
obyek audit berupa entitas, program dan kegiatan.

Berdasarkan rencana strategis vang telah ditetapkan, masing-

masing obyek audit yang telah didaftar dialokasikan untuk tahun
mana akan dilaksanakan.

Rencana audit lima tahunan ditetapkan oleh pimpinan APIP.

Formulir rencana lima tahunan dapat dilihat pada lampiran IV

D. PENYUSUNAN PROGRAM KERJA AUDIT TAHUNAN

Prosedur penyusunan program kerja audit tahunan dilakukan sebagai
berikut :
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Penanggungjawab perencanaan menvusun dan mengirimkan
usulan rencana audit berdasarkan rencana strategis yang telah
ditetapkan kepada pejabat setingkat yang bertanggung jawab atas
pelaksanaan audit di unit APIP Usulan rencana audit tahunan

tersebut dituangkan dalam formulir usulan Program Kerja Audit
Tahunan (UPKAT).

. Penanggungjawab perencanaan mengkoordinasikan rencana audit

tahunan dengan pejabat setingkat yang bertanggungajawab atas
pelaksanaan audit di unit APIP untuk mendapat tanggapan dan
saran sehingga dicapai kesepakatan rencana audit tahunan, baik
tujuan maupun beban pemeriksaan. Hasil koordinasi yang telah
disepakati dituangkan ke dalam Program Kerja Audit Tahunan
(PKAT).

. Pimpinan APIP menetapkan Program Kerja Audit Tahunan APIP.

v Formulir Usulan Program Kerja Audit Tahunan (UPKAT) dapat
dilibat pada Lampiran V

v Formulir untuk Program Kerja Audit Tahunan dapat dilihat
dalam Lampiran VI

v Unit yang melaksanakan fungsi perencanaan mendistribusikan
PKAT vang telah disahkan oleh pimpinan APIP ke pimpinan
organisasi dan masing-masing unit yang melaksanakan fungs
audit serta unit yang melaksanakan fungsi tata usaha.

v PKAT vang telah disahkan dikirimkan kepada menteri yang
berwenang untuk menetapkan kebijakan pengawasan nasional
dan mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan pengawasan
nasional agar tidak terjadi pengawasan yang tumpang tindih.
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Bagan arus penyusunan PKAT APIP tampak pada Gambar 2 di
bawah ini

| Unit yang Unit yang |
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Gambar 2: Bagan Arus Penyusunan PKAT APIP

Penilaian atas kegiatan audit tersebut dimasukkan ke dalam Kartu
Penilaian Auditor vang bersangkutan bersama-sama dengan penilaian
kegiatan yang lainnya untuk kemudian ditotal dan dihitung rata-
ratanya. Kartu Penilaian Kinerja Auditor dapat dilihat pada Lampiran
XXXI



BAB IV
PEDOMAN PENGENDALIAN MUTU PENYUSUNAN RENCANA
DAN PROGRAM KERJA AUDIT

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Audit merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari upaya
manajemen dalam mencapai tujuan organisasi. Salah satu tahapan yang
diperlukan dalam audit yang baik adalah penyusunan rencana dan
program kerja audit pada tingkat tim audit yang memenuhi kriteria dan
memadai.

Uraian mengenai penyusunan rencana dan program kerja audit
pada tingkat tim audit adalah:
1. Penyusunan rencana dan program kerja audit pada tim audit adalah

proses perencanaan yang dilakukan oleh tim audit sebelum
melaksanakan tugas audit.

. Berdasarkan rencana audit, tim audit menyusun program Kerja audit

. Penyusunan rencana dan program kerja audit pada tingkat tim audit
ini harus dibuat untuk setiap penugasan yang diberikan.

[

2. Standar Audit Terkait

Standar audit yang terkait dengan penvusunan rencana audit pada
tingkat tim audit adalah:

¢ Dalam setiap penugasan audit kinerja, auditor harus menyusun
rencana audit.

¢ Pada saat membuat rencana audit, auditor harus menetapkan
sasaran ruang lingkup, metodologi dan alokasi sumber daya.

« Pada saat merencanakan pekerjaan audit kinerja, auditor harus
mempertimbangkan berbagai hal, termasuk sitem pengendalian
intern dan ketidakpatuhan auditi terhadap peraturan perundang-
undangan, kecurangan ketidakpatutan (abuse)

* Dalam setiap penugasan audit investigatif, auditor harus menyusun
rencana audit. Rencana audit tersebut harus dievaluasi dan, bila
perlu, disempurnakan selama proses audit investigatif berlangsung
sesuai dengan perkembangan hasil audit investigatif di lapangan.

3. Maksud dan Tujuan
Pedoman pengendalian mutu penyusunan rencana dan program
kerja audit pada tingkat tim audit pada APIP dimaksudkan untuk
memberikan panduan bagi auditor dalam mengendalikan mutu bagi
kegiatan penyusunan rencana dan program kerja audit.
Pedoman ini disusun dengan tujuan agar APIP mampu menyusun
rencana dan program kerja audit yang baik.

4. Sistematika Pedoman
Pedoman ini disusun dalam tiga subbab yang menjelaskan urutan serta
isi dari masing-masing subbab sebagai berikut:
a. Pendahuluan
b. Pengendalian mutu atas penyusunan rencana dan program kerja
audit pada tingkat tim audit
c. Pengendalian mutu atas koordinasi dengan auditi



B. KERJA AUDIT PADA TINGKAT TIM AUDIT

Dalamn penyusunan rencana dan program kerja audit pada tingkat tim

audit, tim audit harus melakukan kegiatan penetapan sasaran, ruang

1

v

lingkup, metodologi dan alokasi sumber daya dengan mempertimbangkan :
. Laporan hasil audit sebelumnya, tindak lanjut atas rekomendasi vang

material berkaitan dengan sasaran audit,

2. Sasaran audit dan pengujian vang diperlukan,
3

Kriteria yang digunakan untuk mengevaluasi organisasi, program,
aktivitas dan fungsi,

. Sistem pengendalian intern termasuk aspek lingkungan,
. Kemungkinan pelanggaran terhadap peraturan yang berlaku,
. Pemahaman hak dan kewajiban, hubungan timbal balik dan manfaat

audit bagi kedua pihak.

. Pendekatan audit vang efisien dan efektif
- Bentuk dan isi laporan hasil audit.

Prosedur pengendalian mutu atas penyusunan rencana dan program

kerja audit pada tingkat tim audit adalah:

1.

Berdasarkan pada Program Kerja Audit Tahunan, Pengendali Mutu
kemudian menunjuk tim audit yang akan melaksanakan fungsi audit.
Tim tersebut terdiri dari Pengendali Teknis, Ketua Tim dan Anggota Tim.
Ketua tm ditugaskan untuk melengkapi Kartu Penugasan sebanyak
rangkap 2 (dua), satu dimasukkan dalam Kertas Kerja Audit (KKA) dan
satu copy disampaikan kepada Pengendali Teknis,

.Ketua tim yang sudah ditunjuk selanjutnya mengusulkan alokasi

anggaran waktu pemeriksaan yang disediakan kepada setiap jenis
pekerjaan (kegiatan) dalam proses audit tersebut. Sebagai

pengendaliannya Ketua Tim harus melengkapi Formulir Alokasi
Anggaran Waktu.

. Pengendalian teknis harus memberikan persetujuan atas alokasi

anggaran waktu tersebut dengan membubuhkan tanda tangan dalam
formulir tersebut. Formulir ini disimpan dalam KKA agar dapat dipakai
sebagai acuan dari pelaksanaan kegiatan audit.

. Ketua tim harus dibantu oleh anggota tim kemudian melakukan analisis

atas data auditi. Selanjutnya akan ditetapkan sasaran, ruang lingkup,
dan metodologi yang akan dipakai. Juga akan dilakukan analisis
terhadap pengendalian intern auditi dan kepatuhan auditi terhadap
peraturan perundangan serta kemungkinan kecurangan yang dilakukan
oleh auditi. Perkembangan pelaksanaan pekerjaan (kegiatan) ini
dituangkan dalam Laporan Mingguan, yang sebaiknya diisi secara
bertahap (harian).

. Dari hasil analisis tersebut maka ketua tim bersama anggota tim akan

menyusun rencana audit dalam bentuk Program Kerja Aut}it yang
menjabarkan secara rinci tentang langkah-langkah yang akan ditempuh
sehubungan dengan pelaksanaan audit. Program Kerja Audit ini

kemudian akan disahkan oleh Pengendali Teknis dan diketahui oleh
Pengendali Mutu.

. Setelah diperoleh Program Kerja Audit maka Pengendali Teknis sekaligus

akan mengisi Formulir Check List, sebagai pengendalian atas
pelaksanaan pekerjaan perencanaan audit pada tingkat tim audit ini.
Contoh Kartu Penugasan, Formulir Alokasi Anggaran Waktu,
Laporan Mingguan, Program Kerja Audit dan Formulir Check List dapat
dilihat dalam Lampiran VII, VIII, IX, X, dan Xl. Formulir ini dapat
dikembangkan lebih lanjut sesuai kebutuhan yang ada dilapangan.



C. PENGENDALIAN MUTU ATAS KOORDINASI DENGAN AUDITI

Sebelum melaksanakan audit, Tim Audit perlu melakukan koordinasi

dengan pihak auditi agar pelaksanaan audit tersebut dapat berjalan
sebagaimana mestinya. Prosedur untuk melakukan koordinasi dengan
auditi tentang rencana audit adalah:

1.

Setelah selesai merencanakan audit pada tingkat tim maka Ketua Tim
merencanakan koordinasi dengan auditi. Dalam pembicaraan dengan
pihak auditi akan dikoordinasikan berbagai hal yang berhubungan
dengan audit yang akan dilakukan. Tim audit juga akan mengumpulkan

informasi yang berhubungan dengan auditi, yang belum dimiliki oleh
Tim Audit.

. Pokok permasalahan yang dibahas dalam koordinasi tersebut antara lain

tujuan dan lingkup kerja audit yang direncanakan, waktu pelaksanaan
audit, auditor vang akan ditugaskan, metode, batasan waktu dan
tanggung jawab, permasalahan auditi serta prosedur pelaporan dan
proses pengawasan tindak lanjut.

.Dalam koordinasi tersebut harus ada kesepakatan tertulis yang

kemudian disajikan dalam sebuah Notulensi Kesepakatan antara tim
audit dengan auditi. Notulensi seharusnya berisi berbagai informasi
yang penting dalam audit tersebut.

Notulensi ini kemudian didokumentasikan dalam Kertas Kerja Audit

(KKA) sebagai panduan selama proses audit berjalan. Contoh Notulensi
Kesepakatan dimaksud dapat dilihat pada Lampiran XIL

-



A.

BABV
PEDOMAN PENGENDALIAN MUTU SUPERVISI AUDIT

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Pengawasan atau supervisi diperlukan untuk membantu
penyusunan rencana audit yang efisien dan efektif, untuk dapat
mengoreksi jika terjadi penyimpangan atau terdapatnya kondisi yang
berubah dan memberikan arahan audit vang lebih baik serta tepat.
Dalam standar audit disebutkan, pada setiap tahap audit kinerja dan
investigatif, pekerjaan auditor harus disupervisi secara memadai untuk
memastikan  tercapainya sasaran, terjaminnya kualitas, dan
meningkatnya kemampuan auditor. Supervisi tim menyupervisi anggota
timnya, pengendali teknis mengawasi tim audit yang dibawahinya dan
pengendali mutu menyupervisi seluruh kerja audit yang dilaksanakan.

2. Standar Audit Terkait

Standar pelaksanaan audit yang kedua menyebutkan bahwa
supervisi harus dilaksanakan pada setiap tahapan audit agar dicapai
sasaran audit yang ditetapkan, terjaminnya kualitas yang tinggi, dan
meningkatnya kemampuan auditor.

3. Maksud dan Tujuan

Pedoman pengendalian mutu supervisi audit dimaksudkan untuk
memberikan panduan bagi APIP dalam menjamin terselenggaranya
suatu supervisi yang bermutu tinggi, sesuai dengan tugas, kewenangan
dan tanggung jawabnya masing masing serta terdokumentasi dengan
lengkap, rapi, jelas dan bermanfaat bagi suatu kesimpulan hasil audit
dan keperluan lainnva.

Pedoman ini mempunyai tujuan agar pelaksanaan kerja audit
memperoleh supervisi yang cukup dan memadai sehingga tercapai suatu
audit yang bermutu tinggi.

4. Sistematika Pedoman
Pedoman ini disusun dalam empat subbab yang menjelaskan
urutan serta isi dari masing-masing subbab sebagai berikut:
1. Pendahuluan
2. Pengendalian supervisi oleh ketua tim
3. Pengendalian supervisi oleh pengendali teknis
4. Pengendalian supersivi oleh pengendali mutu

PENGENDALIAN SUPERVISI OLEH KETUA TIM

Ketua tim selain mempunyai tugas sebagi pemimpin tim dalam
melaksanakan tugas audit di lapangan juga mempunya tugas mengawasi
anggota tumnya.

Pengawasan ketua tim terhadap anggota timnya dilakukan secara
langsung pada setiap kesempatan selama kerja audit berlangsung maupun
secara tidak langsung yaitu melalui reviu KKA yang dibuat oleh anggota
tim yang bersangkutan dan untuk KKA yang telah sesuai dengan
tujuannya akan ditandai dengan paraf ketua tim di KKA yang
bersangkutan sebagai tanda telah mendapat reviu dan disetujui KKA-nya.



C. PENGENDALIAN SUPERVISI OLEH PENGENDALI TEKNIS

Pengendali teknis bertugas mengawasi tim audit yang berada di
bawahnya Secara berkala pengendali teknis akan mendatangi tim audit
vang sedang berada di lapangan atau menerima pertanyaan dari ketua
timnya secara lisan untuk menangani kerja audit vang memerlukan
keputusan dari pengendali teknis.

Pengendali teknis wajib melakukan kunjungan kepada tim audit,
salah satunya harus dilakukan pada saat rapat penyelesaian audit di
lapangan. Pengendali teknis melakukan reviu atas KKA yang dibuat oleh
ketua tim. Dokumentasi kerja pengendali teknis di catat dalam suatu
lembar kerja disebut formulir supervisi pengendali teknis.

Formulir supervisi pengendali teknis tersebut dapat dilihat pada
lampiran XIIl.Formulir supervisi ini disediakan oleh ketua tim, diisi oleh
pengendali teknis dan ketua tim, satu lembar disimpan sebagai Kertas
Kerja Audit (KKA) dan satu lembar lagi menjadi arsip pengendali teknis
yang bersangkutan.

. PENGENDALIAN SUPERVISI OLEH PENGENDALI MUTU

Pengendali mutu melakukan tugas pengawasan terhadap semua tim
audit dan pengendali teknis atas kerja audit yang dilakukannya melalui
reviu atas formulir supervisi oleh pengendali teknis dan konsep laporan
vang disampaikan melakukan reviu, memberikan komentar atas kinerja
audit dan mengisi formulir supervisi untuk mengkomunikasikan hasil
reviunysa.

Formulir supervisinya sama dengan formulir supervisi pengendali
teknis dan disediakan oleh ketua tim jika diperlukan.
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A.

B.

BAB VI
PEDOMAN PENGENDALIAN MUTU PELAKSANAAN AUDIT

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Pelaksanaan audit merupakan bagian terpenting dari tugas audit
karena itu pengendalian mutu pelaksanaan audit menjadi sangat
penting. Kesesuaian dengan rencana audit, kesesuaian dengan program
audit dan kesesuaian dengan standar audit menjadi perhatian utama
agar pelaksanaan audit mempunyai mutu yang tinggi.

Peran ketua tim audit dalam pelaksanaan audit adalah
mengkoordinasikan tim audit dalam mencapai tujuan audit,
berkomunikasi dengan auditi mengenai kerja audit, hambatan yang
dijumpai, mencari  solusi, mengembangkan temuan  audit,
mengkomunikasikan kerja audit dengan pengendalian teknis dan
dengan pengendali mutu bersama dengan pengendali teknis,
mengkomunikasikan temuan dan rekomendasi audit serta memperoleh
kesempatan atas rekomendasi vang diberikan, dan mendokumentasikan
kerja audit dalam kertas kerja audit. Hal tersebut menunjukkan bahwa
peran ketua tim sangat menentukan terselenggaranya suatu kerja audit
yang akan menghasilkan audit yang bermutu tinggi.

. Standar Audit Terkait

Standar audit menyebutkan bahwa bukti audit harus dikumpulkan
dan dilakukan pengujian untuk menyimpulkan dan mendukung temuan

hasil audit. Temuan hasil audit yang diperoleh harus dikembangkan
secara memadai.

. Maksud dan Tujuan

Pedoman pengendalian mutu pelaksanaan audit dimaksudkan
untuk memberikan panduan bagi APIP dalam menjamin
terselenggaranya suatu pelaksanaan audit yang bermutu tinggi, sesuai
dengan rencana, sesual dengan program audit dan sesuai dengan
standar audit serta terdokumentasi dengan lengkap, rapi, jelas dan
bermanfaat bagi suatu kesimpulan hasil audit.

Pedoman ini mempunyvai tujuan agar pelaksanaan pengumpulan
dan pengujian bukti untuk menyimpulkan dan mendukung temuan
hasil audit sesuai dengan standar audit.

Pedoman ini disusun dalam enam subbab yang menjelaskan urutan
serta isi masing-masing subbab sebagai berikut :

1. Pendahuluan

2. Pedoman pengendalian waktu audit

3. Pedoman pengendalian kesesuaian dengan program audit
4. Pedoman pengendalian temuan audit

5. Pedoman pengendalian dokumentasi hasil kerja audit

6. Pedoman pengendalian kesesuaian dengan standar audit.

PEDOMAN PENGENDALIAN WAKTU AUDIT

Waktu audit dimulai saat masuk sampai dengan selesai pelaksanaan

audit telah direncanakan dalam PKAT. Ketepatan waktu mulai audit sering

terkendala sehingga waktu mulai masuk menjadi lebih cepat atau mundur
yang akhimya akan merubah waltu selesainya audit.
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Ketepatan waktu audit ini harus secara ketat dilaksanakan, sebab hal
ini akan menjadi sumber terjadinya tumpang tindih audit atau terjadinya
audit yang bertubi tubi. Karena itu jika ada perubahan waktu mulai audit,
pimpinan APIP harus terlebih dahulu mengkomunikasikan perubahan
dengan auditi supaya audit yvang tumpah tindih atau audit yang bertubi
tubi dapat diminimalkan.

Ketua tim harus mengendalikan waktu penyelesaian pelaksanaan
audit untuk dirinya sendiri dan anggota timnva berdasarkan anggaran
waktu dalam program kerja audit yang dipantau melalui laporan mingguan
pelaksanaan tugas audit.

. PEDOMAN PENGENDALIAN KESESUAIAN DENGAN PROGRAM KERJA

AUDIT

Pada program kerja audit yang telah mendapat pengesahan, atau
perubahannya jika ada, diisikan pada kolom realisasi schingga dari daftar
program kerja audit tersebut dapat dikendalikan kesesuaian Kerja audit
dengan program kerja audit.

Contoh program kerja audit untuk mengisi realisasi dapat dilihat pada
Lampiran X. ketua tim dibantu oleh anggota tim melakukan pengumpulan
dan pengujian bukti, melakukan analisis, evaluasi, konfirmasi dan
prosedur audit lainnya. Perkembangan pengumpulan dan pengujian bukti
ini dituangkan dalam Laporan Mingguan Pelaksanaan Audit.

Laporan mingguan pelaksanaan tugas audit dapat dilihat pada
Lampiran XIV
Pemeriksaan dan pengesahan program audit harus diberikan sebelum
audit dilaksanakan, vaitu dalam tahap perencanaan audit. Kolom realisasi
dan referensi diisi setelah audit dilaksanakan secara bertahap.

. PEDOMAN PENGENDALIAN TEMUAN AUDIT

Temuan audit adalah hasil yang diperoleh dan audit baik berupa
temuan positif maupun temuan negatif. Setiap temuan harus
dikembangkan melalui unsur-unsurnya dan rekomendasi yang diberikan
yvaitu:
¢ Kondisi
¢ Kriteria
¢ Penyebab
e Akibat

Temuan yang telah dikembangkan harus dibahas dan disetujui oleh
pengendali teknis. Temuan yang telah disetujui pengendali teknis agar
dikomunikasikan dengan pimpinan auditi sebelum atau pada saat
penyelesaian audit dilapangan.

Hasil dari pengkomunikasian temuan tersebut didokumentasikan,
diberi tanggal, ditandatangani oleh auditor dan auditi sebagai tanda
persetujuan atas kesepakatan dan ketidak sepakatan terhadap temuan
dan rekomendasi yang diberikan.

Pada dokumentasi kesepakatan harus berisi kesanggupan
pelaksanaan tindak lanjut oleh auditi atas rekomendasi yang diberikan
oleh auditor paling lama 60 (enam puluh hari) hari setelah LHA diterima.
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E. PEDOMAN PENGENDALIAN DOKUMEN HASIL AUDIT

Dokumentasi hasil kerja audit yang biasa juga disebut kertas kerja
audit (KKA) merupakan bukti audit dan catatan lainnya yang akan
mendukung temuan dan kesimpulan auditor dari audit yang dilaksanakan.
Oleh karena itu anggota tim dan ketua tim serta pengendali teknis harus
membuat KKA yang akan mendukung temuan dan kesimpulan hasil audit.
KKA tersebut harus ditelaah secara berjenjang, yaitu ketua tim menelaah
KKA yang dibuat oleh anggota tim, pengendali teknis menelaah KKA yang
dibuat oleh ketua tim dan pengendali mutu menelaah KKA yang dibuat
oleh pengendali teknis.

Format KKA diserahkan pada masing-masing APIP dengan
memperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut:

S : ntuk 3 i audit:

1. Berkaitan dengan tujuan audit.

2. Rincian vang singkat dan jelas.

3. Penyajian yang jelas.

4. Cermat dan teliti.

5. Tidak ada pos terbuka (pending matter), setelah audit selesai harus tidak

ada lagi pos terbuka yang masih memerlukan penjelasan atau audit
tambahan.

Standar format:

1. Harus mempunyai judul.

2. Penataan format, seperti judul yang layak, spasi, dan ukuran yang
memadai.

3. Rapi dan mudah dibaca.

4. Diindeks silang (dibuat indeks yvang saling berhubungan).

5. Terdapat nama dan paraf pembuat dan pereview KKA.

KKA pokok harus memuat:
1. KKA perencanaan audit
a. KKA pengumpulan informasi
b. KKA survei pendahuluan
c. KKA evaluasi SPIP
d. KKA program audit
2. KKA pelaksanaan audit yvang terdiri dari:
a. KKA pengujian pengendalian
b. KKA pengujian substansi
¢. KKA pengembangan temuan
d. KKA kesepakatan atau ketidaksepakatan
3. Konsep laporan hasil audit final.

F. PEDOMAN PENGENDALIAN KESESUAIAN DENGAN STANDAR AUDIT

Standar audit pengumpulan dan pengujian bukti untuk APIP, sesuai
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparat Negara nomaor
PER/05/M.PAN/03/2008 tentang Standar Audit APIP, harus diikuti dalam
pelaksanaan audit, karena standar ini merupakan pedoman bagi auditor
APIP agar pekerjaannya bermutu tinggi dan menghasilkan hasil yang relatif
sama bagi setiap auditor yang menerapkannya.

Pengendalian terhadap diikutinya standar audit dilakukan dengan
mengisi check list mengenai pelaksanaan audit. Check list tersebut dapat
dilihat pada Lampiran XV.
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BAB VII
PROSEDUR PENGENDALIAN MUTU PELAPORAN AUDIT

A. PENDAHULUAN

1

2.

. Latar Belakang

Penyusunan laporan merupakan tahap akhir dari setiap
pelaksanaan audit. Laporan Hasil Audit (LHA) dimaksudkan untuk
mengomunikasikan temuan,kesimpulan, dan rekomendasi hasil audit
kepada pihak pihak yvang berkepentingan,sarana bagi auditi untuk
melakukan perbaikan sesuai dengan rekomendasi yang diberikan oleh
auditor, serta sebagai alat untuk melakukan pemantauan tindak lanjut
rekomendasi auditor.

Standar Audit Terkait
Standar audit yang terkait dengan pelaporan adalah sebagai

berikut:

* Auditor harus membuat laporan hasil audit sesuai dengan
penugasannya yang disusun dalam format yang sesuai segera setelah
selesai melakukan auditnya.

e Laporan hasil audit harus dibuat secara tertulis dan segera, vaitu
pada kesempatan pertama setelah berakhirnya pelaksanaan audit.

¢« Laporan hasil audit harus dibuat dalam bentuk dan isi yang dapat
dimengerti oleh auditi dan pihak lain yang terkait.

¢ Laporan hasil audit harus tepat waktu, lengkap, akurat, objektif,
meyakinkan, serta jelas, dan seringkas mungkin.

* Laporan hasil audit diserahkan kepada pimpinan organisasi, auditi,
dan pihak lain yang diberi wewenang untuk menerima laporan hasil
audit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

. Maksud dan Tujuan

Pedoman pengendalian mutu pelaporan audit dimaksudkan untuk
memberikan panduan bagi APIP dalam menjamin tersusunnya laporan
hasil audit yang mudah dimengerti oleh pengguna, memenuhi unsur
kualitas laporan dan didistribusikan kepada pihak pihak-pihak yang
berwenang sesuai peraturan perundang-undangan.

Tujuan Pengendalian mutu pelaporan audit adalah bahwa APIP
dapat menghasilkan mutu laporan hasil audit yang memenuhi standar
audit.

. Sistematika pedoman

Pedoman ini disusun dalam tiga subabb yang menjelaskan urutan
serta isi masing-masing subabb sebagai berikut:
1. Pendahuluan
2. Pengendalian atas penvusunan konsep laporan
3. Pengendalian atas finalisasi dan distribusi laporan

B. PENGENDALIAN ATAS PENYUSUNAN KONSEP LAPORAN

Prosedur untuk pengendalian atas penyusunan konsep laporan

hasil audit adalah sebagai berikut :
1. Konsep LHA disusun oleh Ketua Tim dengan dibantu oleh Anggota Tim

dengan berdasarkan hasil audit yang didokumentasikan dalam kertas
kerja audit (KKA) dan temuan audit yang telah dikomunikasikan dengan
auditi. Ketua Tim dengan dibantu Anggota Tim menyiapkan formulir
kendali konsep Laporan dan mengisi data awal, yaitu tentang auditi dan
tim audit.



2. Selain formulir Kendali Konsep Laporan, Ketua Tim dan Anggota Tim
menyiapkan formulir Reviu Konsep Laporan, untuk Pengendali Teknis
dan Pengedali Mutu.

3. Konsep Laporan yang telah selesai disusun oleh Ketua Tim, beserta
dengan formulir Kendali Konsep Lapora dan formulir Reviu Konsep
Laporan, diserahkan oleh Ketua Tim kepada Pengendali Teknis untuk
direviu.

4.Jika Pengendali Teknis menemukan adanya permasalahan atau
pertanyaan dalam konsep Laporan, Pengendali Teknis menuliskan
permasalahan atau pertanyaan tersebut harus ditindak lanjuti oleh
Ketua Tim dan menuliskan tindak lanjut tersebut dalam formulir Reviu
Konsep Laporan.Permasalahan atau pertanyvaan fersebut harus
ditindaklanjuti oleh Ketua Timdan menulikskan tindak lanjut tersebut
dalam formulir Reviu Konsep Laporan.

5. Apabila Pengendali teknis telah merasa puas dengan konsep LHA, maka
konsep LHA beserta formulir kendali konsep Laporan dan formulir Reviu
Konsep Laporan diserahkan kepada pengendali Mutu.

6.Jika pengendali Mutu menemukan adanyva permasalahan atau
pertanvaan dalam Konsep Laporan, Pengendali Mutu menuliskan
permasalahan atau pertanyaan tersebut dalam formulir Reviu Konsep
Laporan. Permasalahan atau pertanyaan tersebut harus ditindaklanjuti
oleh Pengendali Teknis dan Ketua Tim dan menuliskan tindak lanjut
tersebut dalam formulir Reviu Konsep Laporan.

7. Apabila Pengendali Mutu telah merasa puas dengan Konsep LHA, maka
Konsep LHA beserta formulir Kendali Konsep Laporan diserahkan
kepada tim untuk difinalisasi. Formulir Reviu Konsep Laporan
diserahkan Kepada tim audit untuk didokumentasikan dalam KKA.

Formulir yang digunakan untuk pengendalian atas penyusunan
konsep laporan hasil audit meliputi:
1. Formulir pengendalian penyusunan Laporan, Lampiran XVI.
2. Formulir Reviu Konsep Laporan, Lampiran XVII.
a. Reviu oleh Pengendali Teknis.
b. Reviu oleh Pengendali Mutu.

. PENGENDALIAN ATAS FINALISASI DAN DISTRIBUSI LAPORAN

Prosedur untuk pengendalian atas finalisasi dan distribusi laporan
adalah sebagai berikut:

1. Konsep LHA yang telah disetujui oleh Pegendali Mutu Kemudian
difinalkan oleh tim audit.

2. LHA Final diserahkan oleh tim audit kepada Ketua Tim Audit untuk
dikoreksi. Untuk memudahkan proses koreksi, Ketua Tim menggunakan
formulir check list Finalisasi Laporan.

3. LHA Final yang telah dikoreksi oleh Ketua Tim diserahkan Kepada unit
yang melaksanakan fungsi Tata Usaha untuk diperbanyak dan dijilid.
Selain itu, unit yang melaksanakan fungsi Tata Usaha menyiapkan surat
pengantar untuk distribusi LHA.

4. LHA Final, formulir check list finalisasi Laporan, dan surat pengantar
diserahkan kepada pengendali Teknis untuk direviu.

5.LHA Final, formulir check list finalisasi Laporan, dan surat pengantar
yvang telah direviu oleh Pengendali Teknis kemudian diserahkan kepada
pengendali Mutu untuk di tandatangani.

6. LHA Final, formulir check list finalisasi Laporan beserta surat pengantar
kemudian diserahkan kepada pimpinan APIP. Pimpinan APIP Kemudian
menandatangani surat pengantar. /‘{
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7. LHA Final, beserta surat pengantar yang telah ditandatangani kemudian
didistribusikan kepada pihak-pihak yang diberi kewenangan, setidaknya
kepada:

a. pimpinan organisasi

b. Auditi

c. perwakilan BPK-RI setempat
d. Arsip

Formulir yang digunakan unfuk pengendalian atas finalisasi dan
Pendistribusian laporan adalah formulir check list Penyelesaian Laporan,
dapat dilihat pada Lampiran XVIII.




A.

BAB VIII
PEDOMAN PENGENDALIAN MUTU PELAKSANAAN PEMANTAUAN
TINDAK LANJUT HASIL AUDIT

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Setelah pelaksanaan audit di selesaikan dan laporan hasil audit
diterbitkan, APIP harus menyampaikan laporan tersebut kepada
Atasan/pemimpin Auditi dan tembusan kepada auditi serta pihak-pihak
yvang terkait. Hal ini dimaksudkan agar auditi mengetahui kelemahan
vang ada di dalam organisasinya dan menindak lanjuti rekomendasi
vang telah disampaikan melalui laporan tersebut. Pemantauan tindak
lanjut hasil audit harus dilakukan agar auditi memahami dan
memperbaiki kelemahan dan kesalahan yang ada sehingga mampu
meningkatkan kinerja organisasinya. Selain itu, APIP harus memantau
pelaksanaan tindak lanjut yang di lakukan auditi untuk memastikan
bahwa semua rekomendasi sudah dilaksanakan dengan tepat, sehingga
keefektifan pelaksanaan audit bisa tercapai.

Pemantauan tindak lanjut audit diartikan sebagai suatu tindakan
untuk mamantau dan mengevaluasi pelaksanaan tindak lanjut atau
perbaikan, yang dilakukan oleh pimpinan auditi, atas rekomendasi
auditor berdasarkan temuan audit vang dilaporkan, termasuk temuan-
temuan yang berkaitan yvang diperoleh oleh auditor ekstern atau auditor
lainnya, sesuai dengan mekanisme penyelesaian rekomendasi hasil audit
dan reviu lainnya yang di tetapkan.

. Standar Audit Terkait

Standar audit yang terkait dengan tindak lanjut hasil audit adalah:

* Auditor harus mengkomunikasikan kepada auditi bahwa tanggung
jawab untuk menyelesaikan atau melakukan tindak lanjut atas
temuan audit dan rekomendasi berada pada auditi.

» Auditor harus memantau dan mendorong tindak lanjut atas temuan
dan rekomendasi.

e Auditor harus melaporkan status temuan beserta rekomendasi hasil
audit sebelumnya yang belum dilakukan tindak lanjut.

. Maksud dan Tujuan

Pedoman pengendalian mutu pelaksanaan pemantauan tindak
lanjut ini dimaksudkan untuk memberikan panduan bagi APIP dalam
memantau dan mengevaluasi tindakan koreksi yang dilakukan oleh
audit atas temuan dan rekomendasi vang diberikan agar temuan dan
rekomendasi yang lelah dihasilkan oleh auditor menjadi bermanfaat bagi
auditi.

Sedangkan tujuan pedoman pengendalian mutu pelaksanaan
pemantauan tindak lanjut adalah agar auditi mamahami dan
memperbaiki kasalahan yang terjadi sehingga kinerja auditi dapat
dicapai secara maksimal keefektifan hasil audit dapat dinilai atas
rekomendasi auditor.
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4. Sistematika Pedoman

Pedoman ini disusun dalam tiga subbab vang menjelaskan urutan
serta isi dari masing-masing subbab sebagai berikut:
a. Pendahuluan
b. Kewajiban melaksanakan tindak lanjut
¢. Prosedur pelaksanaan pemantauan tindak lanjut

KEWAJIBAN MELAKSANAKAN TINDAK LANJUT

Kewajiban untuk melaksanakan tindak lanjut berada pada pimpinan
auditi. Hal ini sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 60 Tahun 2008
tentang “Sistem Pengendalian Intern Pemerintah®, yang menyatakan bahwa
“pimpinan instansi pemerintah wajib melakukan tindak lanjut atas
rekomendasi hasil audit dan reviu lainnya”. Pelaksanaan tindak lanjut

ltersﬁ.al:-ut merupakan bagian kegiatan pemantauan sistem pengendalian
intern yang ada.

Di sisi lain ,APIP berkewajiban untuk memantau pelaksanaan tindak
lanjut hasil audit untuk menjamin keefektifan pelaksanaan audit. Hal ini
dinyatakan dalam standar audit kinerja yang menyatakan bahwa auditor
harus memantau dan mendorong tindak lanjut atas temuan beserta
rekomendasi. Demikian juga dalam standar audit investigatif vang
dilimpahkan kepada aparat penegak hukum.

APIP harus memasukan kegiatan pemantauan tindak lanjut dalam
rencana strategis maupun tahunan, dan kegiatan pemantauan tersebut
sebaiknya ditugaskan kepada tim yang minimal terdiri dari satu pengendali
teknis dan satu ketua tim yang minimal terdiri dari satu pengendali teknis
dan satu ketua tim tang di tunjuk oleh pimpinan APIP secara triwulanan.
Padg setiap pelaksanaan audit ulangan atas suatu auditi, auditor harus
melihat apakah rekomendasi dari laporan hasil audit terdahulu telah
ditindak lanjuti. APIP bertanggung jawab untuk memberitahukan langkah-
langkah yang harus dilakukan auditi agar tindak lanjut hasil audit bisa
dilaksanakan dengan efektif dan tepat waktu.

Dalam memutuskan penyelesaian tindak lanjut yang belum tuntas,
auditor harus mempertimbangkan pelaksanaan prosedur dengan sifat
tindak lanjut yang sama yang dilakukan oleh auditi yang lain.

Pelaksanaan tindak lanjut merupakan kewajiban manajemen auditi,
sedang pemantauan atas pelaksanaan tersebut menjadi tanggug jawab
APIP. Agar pemantauan tersebut bisa berjalan dengan elektif, APIP harus
membuat prosedur pemantauan pelaksanaan tindak lanjut yang
didasarkan pada tingkat kesulitan, ketepatan waktu, pertimbangan risiko
dan kerugian.

Untuk temuan audit yang sangat penting, auditi harus melaksanakan
tindak lanjut secepat mungkin dan APIP harus terus memantau tindak
lanjut vang dilaksanakan oleh auditi tersebut karena dampak dari temuan
tersebut sangat besar.

C. PROSEDUR PELAKSANAAN PEMANTAUAN TINDAK LANJUT

Prosedur pelaksanaan pemantauan tindak lanjut agar semua

rekomendasi atas temuan audit dapat dilakukan tindak lanjut secara tuntas
dan tepat sebagai berikut.

1

Berdasarkan laporan hasil audit, ketua tim membuat fomulir penyampaian
temuan dan rencana pemantauan tindak lanjut. Fomulir penyampaian
temuan dan rencana pemantauan tindak lanjut tersebut kemudian
diserahkan ke unit yang melaksanakan fungsi pelaporan untuk diinput ke
dalam daftar temuan APIP.



2. UNIT yang melaksanakan fungsi pelaporan menyerahkan daftar temuan
APIP tersebut kepada tim pemantau tindak lanjut.

3. Tim pemantau tindak lanjut melakukan verifikasi atas laporan tindak
lanjut vang dilakukan oleh auditi. Bila dianggap perlu tim pemantau dapat
melakukan pengujian terhadap tindak lanjut yang dilakukan oleh auditi.

4. Untuk tindak lanjut vang kurang memuaskan, tim pemantau melaporkan
kepada pimpinan APIP termasuk risiko yang masih ada. Berdasarkan
laporan tersebut, pimpinan APIP menyampaikan surat kepada auditi untuk
melakukan tindakan tambahan sehingga tindak lanjut menjadi lengkap
dan efektif.

5. Tindak lanjut yang telah dilakukan oleh auditi dicatat dalam daftar temuan
audit APIP. Jika tindak lanjut dinyatakan telah selesai dan sesuai, maka
pada kolom keterangan dicantumkan kata “sudah selesai (tuntas), sudah
dliakukan tindak lanjut tapi belum selesai dan belum dilakukan tindak
lanjut”

6. Apabila batas waktu penyelesaian tindak lanjut terlampaui, APIP
menebitkan dan menyampaikan surat peringatan pertama kepada
pimpinan auditi atas rekomendasi yang belum ditindaklanjuti dan atas
tindak lanjut yang masih kurang.

7. Jika dalam satu bulan setelah surat peringatan pertama tindak lanjut
belum dilakukan auditi, maka APIP menerbitkan surat peringatan kedua.

8. Jika dalam satu bulan setelah surat peringatan kedua terbit tindak lanjut
tidak juga dilakukan, maka tim pemantau membuat surat pemberitahuan
kepada pimpinan organisasi.

9. Tim pemantau tindak lanjut melakukan pemuktakhiran tindak lanjut atas
saldo temuan vang belum ditindak lanjuti yang masih kurang.

10. Pemutakhiran tersebut dilakukan sekali dalam setahun dan dituangkan
dalam sebuah berita acara yang ditandatangani pimpinan auditi dan tim
pemantau tindak lanjut.

Agar pelaksanaan tindak lanjut efektif, perlu dliakukan teknik-teknik
sebagai berikut:

1. Laporan hasil audit ditujukan kepada tingkatan manajemen yang dapat
melakukan tindak lanjut.

2. Tanggapan auditi terhadap temuan auditi diterima dan evaluasi melalui
informasi pelaksanaan tindak lanjut yvang direncanakan selama audit
berlangsung atau dalam waktu wajar setelah audit berakhir.

3. Laporan perkembangan kemajuan tindak lanjut diterima dari auditi secara
periodik.

4. Status tindak lanjut dari pelaksanaan tindak lanjut dilaporkan kepada
pimpinan auditi.

Fomulir Konsep Temmuan dan Rencana Tindak Lanjut yang dibuat oleh
ketua tim untuk unit yang akan melaksanakan fungsi administrasi tindak
lanjut dapat dilihat pada Lampiran XIX

Semua fomulir dan bukti pendukung yang terkait dengan tindak lanjut
temuan audit harus didokumentasikan dengan baik dan dipisahkan antara
temuan yang rekomendasinya sudah tuntas diselesaikan dengan temuan yang
masih terbuka (yang rekomendasinya belum atau belum semua dilakukan
tindak lanjut).

Semua tindak lanjut vang telah dilaksanakan oleh auditi harus
dilaporkan melalui fomulir laporan tindak lanjut temuan audit. Fomulir
tersebut dapat dilihat pada Lampiran XX

Formulir laporan pemantauan tindak lanjut yang harus diisi dan
disampaikan oleh tim pemantau tindak lanjut atas hasil pemantauan yang
telah di lakukan dapat dilihat pada Lampiran XXI

Pemutakhiran atas status temuan yang belum ditindaklanjuti olch
auditi dituangkan dalam sebuah Berita Acara pemutakhiran data sebagaimana
dapat dilihat pada Lampiran XXII



BAB IX
PEDOMAN PENGENDALIAN MUTU
TATA USAHA DAN SUMBER DAYA MANUSIA

A.PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Ketatausahaan merupakan pengendalian unsur penunjang audit
termasuk bagaimana sumber daya manusia sebagai pelaksana audit
dikendalikan. Tata usaha tidak berperan langsung dalam audit, namun
peran ini menunjang pelaksanaan pekerjaan audit dari perencanaan
audit sampai dengan pemantauan tindak lanjut hasil audit. Oleh karena
itu peran tata usaha tidak boleh diabaikan dalam pelaksanaan audit.

Ketatausahaan berjalan melalui prosedur dan kebijakan yang telah
ditetapkan oleh organisasai. Ketatausahaan dalam memfasilitasi
pelaksanaan audit mengikuti pelaksanaan audit mengikuti pelaksanaan
kegiatan audit mulai dari perencanaan audit sampai dengan
pemantauan tindak lanjut hasil audit.

Selain memfasislitasi pelaksanaan audit, ketatausahaan juga terkait
dengan pengelolaan sumber daya manusia, proses tata kearsipan yang
mengatur mengenai persuratan, dan formulir-formulir yang digunakan
dalam kegiatan audit sampai dengan proses pengarsipan dan
penyampaiannya.

Sumber daya manusia merupakan hal yang sangat penting dalam
penyelenggaraan audit, karena merupakan sumber daya yang dapat
menggerakkan sumber daya lainnya. Jika suatu organisasi yang sudah
lengkap prasarana dan sarananya tapi tidak mempunyai sumber daya
manusia maka organisasi tersebut tidak dapat mencapai tujuannya.
Pengeloaan sumber daya manusia selain harus memperhatikan apa yang
telah diatur oleh organisasi juga harus memperhatikan peraturan yang
menyangkut ketenagakerjaan dari departemen Tenaga Kerja. Sumber
daya manusia yang diharapkan oelh organisasi adalah sumber davya
manusia yang unggul, baik dari segi kecerdasan, keterampilan,
kepemimpinan dan kesehatan jasmani serta rohani.

2. Standar Audit Terkait
Standar audit APIP yang berkaitan dengan tata usaha dan sumber
daya manusia adalah sebagai berikut:

* APIP harus mengelola dan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki
secara ekonomis, efisien dan efektif, serta memprioritaskan alokasi
sumber daya tersebut pada kegiatan yang mempunyai risiko besar.

¢+ APIP harus menyusun kebijakan dan prosedur untuk mengarahkan
kegiatan audit.

e Auditor harus mempunyai pengetahuan, keterampilan, dan
kompetensi lainnya vang diperlukan untuk melaksanakan
tanggungjawabnyva.

e Auditor harus secara terus-menerus meningkatkan kemampuan
teknik dan metodologi audit

3. Maksud dan Tujuan
Pedoman pengendalian mutu tata usaha dan sumber daya manusia
dimaksudkan untuk memberikan panduan bagi tata usaha APIP dalam
melakukan tugasnya sebagai penunjang tugas-tugas audit dan tugas
lainnva.



Tujuan pedoman ini adalah agar terselengaranya tugas- tugas audit
yvang didukung oleh:

a. Ketatausahaan yang memadai.

b. Tata arsip yang tertip, rapi, dan mudah diperoleh.
c. Sumber daya manusia yang kompeten.

4. Sistematikan Pedoman

Pedoman ini disusun dalam empat subbab yang menguraikan urutan
dan isi masing masing subbab sebagai berikut.
1. Pendahuluan
2. Tata usaha
3. Tata kearsipan
4. Sumber daya manusia

B.TATA USAHA
1. Pengantar

Ketatausahaan adalah unsur penunjang bagi kegiatan audit.
Pengelolaan ketatausahaan merupakan bagian dari pengelolaan unit
organisasi yang merupakan tanggung jawab pemimpin APIP,

Agar tujuan pengelolaan unit APIP dapat dicapai, diperlukan
kebijakan dan prosedur sebagai acuan dan landasan bagi setiap
pelaksanaan kegiatan. Bentuk dan isi kebijakan serta prosedur
disesuaikan dengan ukuran dan struktur APIP serta kerumitan
pekerjaan.

APIP  harus membuat kebijakan dan prosedur formal yang

menyeluruh sebagai pedoman organisasi untuk memfasilitasi tugas
auditor.

2. Tujuan Ketatausahaan

Ketatausahaan yang baik mempunyal pengaruh signifikan dalam
pencapaian tujuan audit. Sarana dan prasarana pelaksanaan audit
didukung dari ketatausahaan, seperti pengadaan alat tulis kantor,
formulir-formulir yang digunakan dalam kendali mutu, pegurusan Surat
Perintah Perjalanan Dinas (SPPD), sampai pengarsipan laporan hasil
audit dan pemantauan tindak lanjut. Dengan demikian pelaksanaan
ketatausahaan yang tertib sangat dibutuhkan bagi APIP.

3. Lingkup Tugas Ketatausahaan
Ketatausahaan melaksanakan pekerjaan untuk menunjang kegiatan
utama, yaitu:

a. Menyediakan Pernyataan Visi, Misi, Tujuan, Wewenang dan Tanggung
Jawab APIP dan pernyataan tersebut ditempel di dinding ruang kantor
dan yang berupa lembaran pernyataan yang didistribusikan kepada
auditi.

b. Mencetak dan memperbanyak visi dan misi unit APIP seperlunya
membagikan dan menyimpannya untuk file dan arsip.

¢. Menyebarluaskan peraturan dan edaran vang perlu diketahui semua
staf, diperbanyak sejumlah yang dibutuhkan (jika memang beberapa
stal perlu menvimpan peraturan atau edaran tersebut), dan jika
hanya untuk diketahui maka cukup dicopy satu lembar dan
diedarkan kepada semua staf. Staf yang sudah membaca diminta
membutuhkan parafnya sebagi tanda sudah membaca diminta

membubuhkan parafnya sebagi tanda sudah membaca edaran
tersebut.



d. Mencetak dan memperbanyak seperlunya rencana kegiatan jangka
panjang, rencana kegiatan tahunan dan rencana lainnya.

e. Mencetak dan menyediakan formulir-formulir dan alat tulis menulis
untuk pelaksanaan kerja, mengadministrasikannya, menyimpan dan
memberikan kepada yang memerlukan, dengan menggunakan
formulir permintaan yang ditandatangani dan memberikan formulir
tanda terima untuk formulir yang dikembalikan karena tidak habis
dipakai.

f. Menyediakan peralatan yang dibutuhkan oleh para auditor,
meminjamkan dengan melalui formulir peminjaman atau memberikan
tanggung jawab kepada staf yang memerlukan peralatan tersebut
secara terus menerus, dengan melalui surat keputusan/memo dinas
yang harus disetujui oleh pejabat yang berwenang, misalnya untuk
note book, kalkulator dan kamera.

g. Mencetak surat tugas, surat perjalanan dinas, menyiapkan tiket
perjalanan dan biaya yang diperlukan.

h. Menyediakan buku-buku referensi di perpustakaan untuk dibaca di
tempat atau dipinjam untuk dibawa pulang, melalui buku catatan
peminjaman dan pengembalian yang diparaf peminjam dan petugas
tata usaha.

i. Mencetak Laporan Hasil Audit dan mendistribusikannya.

j. Menyimpan Kertas Kerja Audit (KKA) dan Laporan hasil Audit yang
telah selesai dan telah disetujui oleh pengedali mutu dengan
memberikan tanda terima.

k. Menetapkan prosedur peminjaman KKA, baik untuk keperluan
internal maupun eksternal.

l. Menyusun dan mencetak laporan triwulanan dan laporan tahunan
kegiatan unitnya.

m. Menyusun dan mencetak laporan triwulanan dan tahunan
kegiatan APIP.

n. Memberikan pelayanan pada pihak luar.

Format formulir-formulir yang digunakan untuk tiap APIP tidak
harus sama, yang penting dapat memenuhi kebutuhan informasi yang
dimaksud dari kejadiannya. Formulir-formulir yang digunakan tersebut
didokumentasikan dengan baik di unit yang melaksanakan fugsi tata
usaha yang terkait untuk bukti kegiatan dan pengendalian.Beberapa
formulir dan surat vang di gunakan dalam kegiatan ketatausahaan
dapat dilihat pada LAMPIRAN XXIIT s.d XXVIII Formulir-formulir tersebut
dapat dibuat secara manual maupun terkomputerisasi.

C. TATA KEARSIPAN

1. Pengantar
Kegiatan pengarsipan merupakan salah satu tugas dari
ketatausahaan. Pengelolaan arsip harus dilakukan sedemikian rupa
untuk menghindari adanya kehilangan atau kesulitan pencariannya
maupun pemusnahan arsip vang tidak semestinya.



2. Tujuan

Tujuan pengelolaan arsip adalah agar arsip baik aktif maupun
tidak aktif dapat ditemukan dengan cepat dan tepat agar dapat
menunjang kelancaran tugas audit. Selain itu, pengelolaan arsip

bertujuan agar pengurangan arsip dapat berjalan dengan efisian dan
efelktif.

3. Jenis Arsip

Menurut lokasi penyimpanannya, sistem kearsipan berkas audit

dibedakan menjadi: arsip unit yang melaksanakan fungsi audit dan
arsip pusat (central file).

1. Arsip unit yang melaksanakan fungsi audit
Arsip ini hanya menyimpan berkas-berkas yang berhubungan
dengan unit yang melaksanakan fungsi audit yang bersangkutan
saja. Berkas yang disimpan dalam arsip tersebut umumnya berupa

kertas audit dengan perangkat pendukungnya serta surat-surat
masuk dan/atau keluar.

2. Arsip Pusat

Arsip Pusat adalah berkas-berkas audit yang penyimpanannva
dilakukan secara terpusat oleh suatu unit yang khusus menangani
masalah penyimpanan berkas dan unit tersebut biasanya tidak
diserahi tugas audit. Arsip Pusat menyimpan berkas-berkas dari
seluruh unit yang melaksanakan fungsi audit. Berkas yang
disimpan dalam arsip pusat bukan hanya berupa kertas kerja audit
dengan perangkat pendukungnya tetapi juga surat-surat yang
masuk dan/atau keluar. Berkas berupa kertas kerja audit hanya
berada pada satu tempat, vaitu pada arsip unit vang melaksanakan
fungsi audit atau di dalam Arsip Pusat. Sistem kearsipan vang baik
akan banyak memberikan manfaat dalam audit serta akan
menghemat waktu pencarian untuk memperolehnya sehingga audit
didapat dilaksanakan tepat waktu dan informasi yang diperlukan
mudah didapat. Pengarsipan yang baik akan memperhatikan
kegunaan file yang disimpan dalam arti apakah suatu file masih
digunakan dalam tahun berjalan, hanya digunakan lagi. Oleh
karena tu, pengarsipan harus memilah dan mengkelompokkan
arsip-arsip menurut kegiataannya, misalnya kelompok arsip aktif,
arsip tidak aktif tapi masih digunakan, dan arsip tidak aktif untuk
dimusnahkan atau disimpan di kantor arsip negara.

4. Pengurangan Arsip
Pengurangan arsip merupakan kegiatan untuk mengurangi arsip
vang tidak digunakan atau jarang digunakan lagi. Pengurangan ini
dilakukan dengan 3 cara, vaitu:
1. Memindahkan arsip aktif menjadi arsip dengan status tidak aktif
(jarang digunakan) dari arsip unit yang melaksanakan fungsi audit
ke arsip pusat.
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2. Memindahkan arsip yang tidak aktif menjadi arsip dengan status
aktif (tidak akan digunakan) dari arsip pusat kantor ke arsip pusat
daerah/negara.

3. Memusnahkan arsip yang tidak digunakan berdasarkan ketentuan
perundang-undangan.

Tugas Bagi Tiap Tingkatan Auditor

Audit oleh APIP harus dilaksanakan oleh pegawai negeri sipil (PNS)
yang mempunyai jabatan fungsional auditor dan /atau pihak lain
yang diberi tugas, kewenangan, tanggung jawab, dan hak secara
penuh oleh pejabat yang berwenang melaksanakan pengawasan pada
instansi pemerintah untuk dan atas nama APIP.

Sesuai dengan jabatan fungsional, auditor dikelompokkan sebagai
anggota tim, ketua tim, pengendali teknis, dan pengendali mutu.

APIP menyusun secara tertulis uraian tugas, kewenangan, dan
tanggung jawab masing-masing jabatan auditor tersebut.

. Menyeleksi Calon Auditor Yang Memenuhi Syarat

Para auditor haruslah oaring-orang yang mempunyai kemampuan
intelektual, kemampuan teknis dan kemampuan untuk
berkomunikasi dengan semua tingkatan pejabat/pegawai dalam
organisasi. Untuk mengisi lowongan auditornya, APIP dapat
mengambil dari dalam organisasi ataupun dari luar organisasi.
Pengambilan dari dalam organisasi akan memudahkan penyesuaian
karena calon auditor yang bersangkutan telah mengenal organisasi
dengan baik dan telah mempunyai pengalaman sebagai pelaksana.
Pengambilan pegawai dari luar organisasi dapat diperoleh melalui
seleksi PNS yang dilakukan oleh unit yang memiliki kewenangan
menyelenggarakan seleksi PNS.

Untuk mencapai mutu audit yang tinggi maka diperlukan kriteria
standar vang harus dimiliki para auditor APIP, yaitu latar belakang
pendidikan serta sikap dan perilaku.

Latar belakang pendidikan para auditor APIP serendah-rendahnya
adalah Sarjana strata 1 (S1) atau yang setara dan memiliki sertifikasi
JFA serta diharapkan memiliki sertifikasi profesional seperti CIA,
CISA, CFE, QIA atau PIA. Kompetensi teknis yang harus dimiliki oleh
auditor adalah auditing, akuntansi, administrasi pemerintahan,
hukum, komunikasi, dan teknik substansi auditi.

Sikap dan perilaku tertentu yang perlu dimiliki oleh seorang
auditor APIP adalah:

1. Kemampuan untuk menyesuaikan diri. Kemampuan untuk
menyesuaikan diri diperlukan karena terdapatnya suasana dan
keadaan yang berbeda dalam melakukan audit.

W
>
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2. Kemampuan untuk memahami sesuatu

Kemampuan ini diperlukan karena dalam melakukan audit, auditor
akan selalu berhubungan dengan sesama manusia, DBeragam
keadaan manusia akan dijumpai dalam audit. Ada yang menerima
dengan sikap baik dan ada yang menerima dengan sikap buruk.
Auditor harus dapat pula menyelami perasaan,/ kondisi orang yang
dihadapinya sehingga dalam mengajukan pertanyaan yang
produktif tidak menimbulkan rasa tidak enak pada yang ditanya.

3. Ketetapan hati

Sikap perilaku ini diperlukan untuk mengatasi persoalan-persoalan
vang berat yang dengan yang susah payah harus dilalui. Hanya
dengan sikap mental yang berketetapan hati para auditor akan
dapat menghadapi tekanan-tekanan yang dapat membuat para
auditor menyimpang dari tujuan audit.

Melatih Dan Menyediakan Kesempatan Untuk Pendidikan
Berkelanjutan Bagi Para Auditor

Untuk mempertahankan dan atau meningkatkan mutu audit,
auditor harus memelihara kompetensinya melalui pendidikan
professional  berkelanjutan, misalnya tentang pemutakhiran
metodologi dan standar audit, penilaian atas pengendali intern,
samping audit, statistik, akuntansi , pemeriksaan kinerja, dan
sebagainya yang terkait langsung dengan penugasan audit. APIP
bertanggung jawab untuk memastikan bahwa auditor telah memenuhi
persyaratan pendidikan sudah diselesaikan.

Unit yang melaksanakan fungsi ketatausahaan harus merancang
dan mengelola pelaksanaan pendidikan dan pelatihan sedemikian
rupa sesuai dengan kebutuhan auditor dalam melaksanakan tugas
audit. Berdasarkan informasi dari Pengendali Mutu, unit yang
melaksanakan fungsi tata usaha harus merencanakanan pendidikan
apa yang harus diberikan kepada auditor untuk memenuhi
persyaratan keahlian di bidang audit. Data mengenai pendidikan dan
pelatihan yang pernah diikuti oleh setiap auditor harus dikelola
dengan baik agar pelaksanaannya dapat diberikan secara merata dan
proporsional dan pelatihan disesuaikan dengan waktu luang yang ada
sesuai dengan rencana penugasan yang telah ditetapkan.

. Menilai Kinerja Auditor

Penilaian kinerja auditor tersebut harus mendasarkan pada
penilaian kinerja per penugasan yang dilakukan seorang auditor
dalam tahun atau periode penilaian yang bersangkutan.

Penilaian kinerja auditor dilakukan minimal sekali dalam setahun.
Penilaian kinerja auditor harus telah terpola melalui peraturan,
dilaksanakan secara konsisten, dan mudah dimengerti. Penilaian
kinerja dilakukan dengan terbuka, jujur, adil, dan obyektif serta
mempunyai standar tertentu untuk mengukur pelaksanaan kerja yang
dilaksanakan secara konsisten.



Dalam pelaksanaan penilaian kinerja auditor, penilaian dilakukan
secara berjenjang, vaitu Ketua Tim melakukan penilaan terhadap
anggora timnva, Pengendali Teknis melalukan penilaian terhadap
beberapa Ketua Tim yang berada di bawahnya, Pegendali Mutu
menilai kinerja beberapa Pengendali Teknis yang berada di bawahnya
dan Pengendali Mutu dinilai oleh pimpinan APIP. Hasil penilaian yang
diperoleh hendaklah didiskusikan dengan auditor vang dinilai
sehingga auditor yang dinilai dapat memperbaiki kinerjanva dan tidak
salah pengertian jika kepadanya terdapat perlakuan yang berbeda
dengan auditor lainnya, misalnya dalam hal kenaikan pangkat.

Formulir peniiaian kinerja auditor atas penugasan audit dapat
dilihat pada LAMPIRAN XXX.

WALIKOTA PALEMBANG

HARNOJOYO



LAMPIRAN |!

PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG
NOMOR AL TAHUN 2046

TENTANG PEDOMAN KENDALI MUTU APARAT
PENGAWASAN INSPEKTORAT KOTA

PALEMBANG

TUJUAN, SASARAN DAN STRATEGI AUDIT

FORM KMA 01

NO TUJUAN, SASARAN DAN STRATEG S NS SR S L MISI KETERANGAN
SASARAN DAN STRATEG!

2 2 3 4 5
1

2

3 Il

4

5

6

7

B

9

10

WALIKOTA PALEMBANG

HARNCJOYO




LAMPIRAM Il
PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG

NOMOR

8L TAVUN 205k

TENTANG PEDOMAN KENDALI MUTU APARAT
PENGAWASAN INSPEKTORAT KOTA

PALEMBANG
FORM KMA 02
PETA AUDIT
PER TAHUN AUDIT 2018

NAMA AUDIT Tenaga Auditor yang Dimiliki Tenaga Tata Usaha Sarana dan Prasarana
(Instansi,Kegiatan Unit Unit Unit Dana Unit Laln
Program, dll) Besaran Risiko Audit Daltu | Dalnis |K. Tim |A. Tim [Gol.1V |Gol. lll |Gel.ll |Kemp |Kend |LainnydSPPD |Lainnyd lain
¥ 2 3 F 5 & s a 9 10 14 12 13 14 15

e

PETUNJUK PENGISIAN:

a, Kolom 1 diisi dengan nama auditi, seperti nama instansi, kegiatan, pragram, kontrak il
b. Kolom 2 diisi dengan besaran risiko hasil pengukuran risike yang telah dilakukan untuk tiap auditi

¢. Kolom 3 diisi dangan nama auditor pengendali mutu
d. Kolom 4 diisi dengan nama auditor pengendali teknis

e, Kolom 5 diisi dengan nama auditor ketua tim

f. Kolem € diisi dangan nama auditor anggota tim
g. Kelom 7 diisi dengan nama auditer tenaga tata usaha APIP Golengan IV
h. Kolom 8 diisi dengan nama audilor tenaga tata usaha APIP Golongan Il
i. Kolom 8 diisi dengan nama auditer tenaga tata usaha APIP Golongan Il
j. Kelom 10 diisi dengan jenis sarana laptop dan PC
k. Kelom 11 diisi dengan jenis sarana transportasi

l. Kolom 12 diisi dengan jenis sarana lainnya

m. Kelemn 13 diisi dengan total dana perjalanan dinas
n. Kolom 14 diisi dengan total dana untuk membayar lenaga ahlilaboratorium independen dil
0. Kolom 15 diisi dengan hal yang belum terfampung di kolom yang ada

WALIKOTAPALEMBANG

-’

HARMNCJOYO



LAMPIRAN IV
PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG
OMOR &2 TAHuN 200k

TENTANG PEDOMAN KENDALI MUTU APARAT
PENGAWASAN INSPEKTORAT KOTA

N

PALEMBANG
FORM KMA 03
RENCANA AUDIT JANGKA MENENGAH 5 TAHUAN
(TAHUN 20...... S.d. TAHUN 20.......)
T
NO AUDITI Tﬁ’;gg:;;:“ RISIKO|  FREK. AUDIT JENIS AUDIT TN
¥t ool X3 o lioxas xS

1 2 E] 7 5 3 7
1
3
3
p)
5

PETUNIUK PENGISIAN:
a. Kolom 1 diisi dengan nomor urut

b. Kolom 2 diisi dengan nama auditi (instansi, kegiatan, program, dll)

¢. Kolom 3 diisi dengan tanggal diterbitkannya LHA terakhir dari obyek audit yana bersangkutan

d. Kelom 4 diisi dengan peringkat risiko yang telah diukur sebelumnya dari peta audit

e. kolom 5 diisi dengan cata seberapa sering obyek audi* akan dilakukan audit. Misalnya 0,5 tahun sekali,
1 tahun sexali, 2 tahunsekali dan seterusnya tergantuna dari besaran ukuran risiko obyek,

f. Kolom 6 diisi dengan jenis audit apa yang akan dilakukan, audit kinerja atau audit dengan tujuan tertentu

g. Kolom 7 diisi dengan tanda tertentu pada tahun berapa akan dilakukan audit

WALIKOTAPALEMBANG

HARNCJOYO




USULAN PROGRAM KERJA AUDIT TAHUNAN
TAHUN AUDIT 20.......

LAMPIRAN V

PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG
NOMOR &2 TAW UM 2016

TENTANG PEDOMAN KENDALI MUTU APARAT
PENGAWASAN INSPEKTORAT KOTA

PALEMBANG

FORM KMA 04

MINGGU
NO AUDITI RISIKO MULAl_TSELESAT NAMA AUDTOR JABATAN BIAYA (Rp. 000) LHA | KETERANGAN

1 2 3 4 5 6 7 ] 9 10

1

2

3 :

4 = |

= 5 J

PETUNJUK PENGISIAN:

a. Kolom 1 diisi dengan nomor urut auditi oleh fungsi perencanaan

b. Kolom 2 diisi dengan nama auditi oleh fungsi perencanaan

c. Kolom 3 diisi dengan peringkat risiko yang telah diukur sebelumnya

d. Kelom 4 diisi dengan pekan mulai audit cleh bidang teknis

e. Kolom 5 diisi dengan pekan selesai audit oleh bidang texnis

f. Kolom 6 diisi dengan nama-nama auditor mulai dan pengendali mutu, pengendali leknis,
ketua lim dan anggota tim cleh bidang teknis

g. Kolom 7 diisi dengan jenjang jabatan dar masing-masing audilor oleh bidang teknis

h. Kelom 8 diisi dengan jumlah biaya yang disediakan unfuk audit oleh bidang teknis

i. Kalom 9 diisi dengan LHA yang akan diterbitkan oleh bidang teknis

J. Kolom 10 diisi dengan jumlah penugasan akan dilimpahkan ke bidang lain dan
dalam hal ini kolom-kolom 4 s.d. 9 dikosongkan.Diisi limpahan jika obyek tersebut
adalah limpahan dari bidang lain,

WALIKOTA PALEMBANG

HARNCJOYO



LAMPIRAN VI
PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG

NOMOR 8L Tanun 2616
TENTANG PEDOMAN KENDALI MUTU APARAT

PENGAWASAN INSPEKTORAT KOTA

PALEMBANG
FORM KNMA 05
PROGRAM KERJA AUDIT TAHUNAN
TAHUN AUDIT......cceee
PEKAN UNIT YANG
BIAYA LHA

NO AUDITI MULAT | SELESAI NAMA AUDITOR JABATAN MELAKSANAKAN

1 2 3 4 ) 6 v 8 9

3

2

3 - — s e

& 15 e i et =

5 [ |
FETUNJUK PENGISIAN:

a. Kelam 1 diisi dengan nomor urut audili oleh fungsi perencanaan
b. Kelom 2 diisi dengan nama auditi cleh fungsi perencanaan
c. Kolom 13 diisi dengan peringkat risiko yang telah diukur sebelumnya
d. Kolom 4 diisi dengan pekan mulai audit oleh bidang teknis /
e. Kolom 5 diisi dengan pekan seiesai audil oelh bidang leknis
f. Kelem 6 diisi dengan nama-nama auditor mulai dari pengendali mutu, pengendali teknis,
WALIKOTA PALEMBANG

ketua tim dan anggota tim
g. Kolom 7 diisi dengan jenjang jabatan dar masing-masing auditor oleh bidang teknis

h. Kolom 8 diisi dengan jumlah biaya yang disediakan untuk audit oleh bidang teknis
i. Kalom 9 diisi dengan jumlah LHA yang akan diterbitkan oleh bidang teknis HARNOJOYO
j. Kelom 10 diisi dengan unit yang melakukan audit

Misalnya : Inspektorat Wilayah



LAMPIRAN Vi
PERATHIRAN WALIKOTA PALEMBANG
NOMOR AL TARUN 1ok

TENTANG PEDOMAN KENDALI MUTU ARPARAT

PENGAWASAN INSPEKTORAT KOTA
PALEMEANG

KARTL PENUGASAN
MOMOR ;... .veresiiicr e

dtrrasramnannn

MNama Audit

Mo, File Parmanen
Rencana Audil Nomar
Audit Terakhir Tahun

oo

Alamat dan Nomor Telepon
Tingkat Risike Unit Aktifitas
Tujuan Audi

a. Mama Ketua Tim Audit

b. Nama Anggota Tim Audit

a. Audil diakukan dengan Surat Tugas
Nomor

b. Audil direncanakan mulai tanggal dan
selesai tanggal
Anggaran yang digjukan

Anggaran yang disetujui

Ketua Tim

TR e S T R

PETUNJUK PENGISLAN :

oo o0 D

Kolem nomer diisi dengan nomer unut karty

Kolom nama auditi diisi dengan nama auditi yang

Kolom nemor file permanen diisi dengan nomor

Kolom nomor rencana audit diisi dengan nomor

Kolom audit terakhir diisi dengan tahun terakhir dilakukannya audit

Kaolom alamat dan nemaor telepon diisi dangan

Kelom tingkat rsiko diisi dengan hasil perhitungan risiko auditi fersebut

Kolom nama ketua dan anggota im diisi dengan nama ketua dan anggota yang benugas
Kolom nemor surat tugas diisi dengan nomor surat tugas audit lersebut
Folom tanggal rmulai dan selessinya audit cukup jelas

Kolom anggaran yang diusulkan diisi dengan jumlah anggaran yarg diusulkan
Kolom anggaran yang disetujui diisi dengan jumiah anggaran yang disetujui

Pengendali Teknis

FORM. KMA GG

e 20

Kelom catatan penting diisi dengan catatan yang diberikan oleh pengendali teknis atau pengendali muty

yang bersangkutan
Keolom tanggal diisi dengan terapai dan tanggal penulisan karlu penugasan
Kolom tanda tangan ketua tim dan penyendali teknis cukup jelas

WALIKOTA PALEMBANG

HARNDIIOYO



LAMPIRAN VI

PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG
womor  BL tavun 20|

TENTANG PEDOMAN KENDALI MUTU APARAT
PENGAWASAN INSPEKTORAT KOTA

FALEMSANG
FORM, KMA 07
ALOKAST ANCGARAN WAKTU AUDIT
(HANYA JAM-JAM EFEKTIF)

Hama Auditi  : Sasaran Audit
Disusun Okl : Digstuiui oleh

; ; Ketua Tim & Anggaran | Angoaran

Jenls pekeriaan yang dilakulkan ni Tin Taniggal Wkt E.s
! S 4

PEKERTAAN - PEXERJAAN PERSIAPAN

 CT T . S S —
= st mm (Pengendalian Interpal, datapermanendsty | 1 i |
‘ IM & LSS . - \_a \- B
- voIT X B T ne e
ut an dan Evaluasi Pengendalian Manag e | N | Saeob Al ik A==
= |Analisks Progedur yang mengandung kelemahan T b=ie- =T TR
*_|Anaiisis Data O iatan Organiasi . £
* _|Penqufian dan Evaluasi Operasi [ Fegiatan Organisasi A Sl e
|* _|Memyusur Daftar Tennuan 4 Bl
*_IHengkomuniiasican temuan interim . PRI W | P | L=
1* IMembicarakan tndakan koreksi gtas temuan = = e B .
Fﬁh’ﬁ.{f_iﬁﬁw—- E S S e e S = [
|*_|Menely kelengkapan KKA 4 B0 1 =]
= PwhahaﬂnxmaﬂnLMmeMm ]l Joute 00 W ST il  iiail
* | Mengkomundkasdean temuan E : ST [ =L 4}
* | Perprusunan Laparan :
= |Hal-Hal Lain i [l
lumiah yang dianogarkan 3 ' e s = b [

PETUNIUK PERGISIAN ;

2. Kolom nama auditi disi dengan nama auditi yang dipsrikea

Kolom disusun oleh diisi dengan nama penyusun alokasi anggaran waktu audit

Folom sasamn audit desi dengan sasamn audit yang telah ditetapkan

Kefom disetujul diis! dengan persetujuar, yang diberikan oleh pengerdali teknis/ pengendali mutu
Kolom 1 ditsh dengan jenis pekerjaan yang ekan dilaksanakan. Dalam pelaksanaan butir-butir tersebut
dapat dikembangian sasual kondisi

Kolom 2 disi dengan nama ketua tim dan angotla Bm yang ditugaskan

¥ohom 3 diisl dengan tanogal pelaksanaan pekerjaan

Koo 4 dissi dengan perkiran waktu yang akan dipakal untuk melakukan pekeriaan tersabut
Kolom 5 disl denoan perkiraan blaya yang akan dipakai untuk melak-dan pekerpan tersebut

. Kolom jumiah ditsi dengan jumiah fam yang dianggarkan dan jumiah biaya yang

) dianggarian

g ang

For

WALIHOTS PALEMBANG

HARNCJOYO



LAMPIRAN IX
PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG

NOMOR 8 TAYUMN Folb
TENTANG PEDOMAN KENDALI MUTU APARAT
PENGAWASAN INSPEKTORAT KOTA

PALEMBANG
FORM ®hA 03
LAPORAN MINGGUAN
KEGIATAN PERENCANAAN AUDIT PADA TINGKAT TIM AUDIT
MNama Audit R e T L) Ketua Tim Pengendali Teknis
Alamal
MNo. Surat Tugas
Nama Auditor tanda tangan tanda tangan
N Er T TP ) e e C . )
Tanggal Prosedur Fealisasi Jam Anggaran Jam Realisasi Biava Angaran Biava

1 2 3 o 5 5]

7

2

3

4

5 l

Total

Catatan :
FETUNJUK PENGISIAN:

a. Kolom auditi diisi dengan nama auditi yang akan diaudit

b. Kolom alamat diisi dengan alamat auditi

c¢. Kaolom No. Surat Tugas diisi dengan nomor surat tugas perencanaan tersebut
d. Kelom nama audilor diisi dengan nama auditor yang akan ditugaskan

e. Kolom tanda tangan diisi dengan tanda tangan ketua tim dan pengendali teknis
f. Kolom 1 diisi dengan tanggal sejak mulai ditugaskan dala perencanaan

g. Kolom 2 diisi dengan jenis pekerjaan yang dikerjakan

h. Kolom 3 diisi dengan realisasi waktu yang dipakai untuk mengerjakan kolom 2
i. Kolom 4 diisi dengan anggaran wakliu yang disediakan untuk pekerjaan tersebut
J- Kolom 5 diisi dengan realisasi biaya yang dikeluarkan untuk pekerjaan tersebut
k. Kolom 6 diisi dengan anggaran biaya yang ditetapkan untuk mengerjakan hal tersebut
l. Kelom Catatan diisi dengan hal yang dipandang perlu untuk diketahui

WALIKOTA PALEMBANG

HARNCJOYO




LAMPIRAN X

PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG
NOMOR 82 TAWUN 2015

TENTANG PEDOMAMN KENDALI MUTL APARAT
PENGAWASAN INSPEKTORAT KOTA

PALEMEANG

FORM: KMA CS
PROGRAM KERJA AUDIT
UNIT ORGANISAS! | PROGRAMIKEGIATAM
TAHUN
DIKERJAKAN OLEH
PROSEDURIUKURSAN SAMPLERETODE ANGGARAN | REALISAS| | o n
= Wi PEMILIHAN SAMPLE DAN WAKTU ik WAKTY WAKTY

7 E 3 4 5 5 7

1 = SIS ket ] T R R |
k S5 !

PETUNJUK PENGISIAN

CeFess0p op

Kolom unil arganisasi, program, kegiatan diisi dengan nama vnil yang bersangxulan
Kolom tahun diisi dengan tahun audit lersebut

Keolom dikerakan cleh diis! dangan nama penyusun program audit lersebul

Kelarm 1 disi dengan namor urut
Kolam 2 diisi dengan tujuan audit yang handak dicapai
Kalom 3 diisi dangan presedur, ukuran sampel, metode dan waktu yang akan dipakal
Holom 4 diisl dengan angparan wakiu yang diperlukan

Kolom 5 dilsi dengan nama auditer yang berfugas
Kolom 6 diisi dengan realisasi waklu yang dipakai unluk mealaksanakan kolom 32

Kolom 7 diisi dengan namor KK sebagai pangendali arsip

WALIKOTARALEMBANG

HARNOJOYO



LAMPIRAN X

PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG

NOMOR DA {tRuun 30

TENTANG PEDOMAN KENDALI MUTU APARAT
PENGAWASAN INSPEKTORAT KOTA

PALEMBANG

CHECK LIST
PENYELESAIAN PENUGASAN PERENCANAAN AUDIT

FORM. KMA 10

I JENIS PEKERJAAN YANG HARUS
DILAKUKAM

SUDAH/EELUM

% PENYELESAIAN

2

3

a

plala| &

Sudahkah dibuat Kariu Penugasan

Sudahkah dikembangkan Tujuan Audit,
Lingkup Pekerjaan, Penaksiran Risike
Segmen Kegiatan

Apakah sudah diperoleh

- Misi, lujuan dan rencana pelaksanaan
- Informasi organisasi

- KKA, terakhir

- File permanen

- LHP auditor ekstem

- Data pembanding

- Anggaran

- Literatur ieknis

Adakah perubahsn audier dari rencana
semula

Jika ada perubahan apaksh sudah dibuat
Memo paersetujuan dan sudah dilampirkan
ke kartu penugasan di Pengendali Mutu

Apakah sudah dibuat rapat koordinasi

Apakah sudah dibuat ringkasannya dan
tefah didistribusikan

Apakah sudah dibuat persiapan survei

pendahuluan

Apakah survei pendahuluan telah
dilak=sanakan

10.

Apakah telah dibual ikhtisar hasil suivei

11.

Apakah ielah ditulis program audit

12,

Apakah program audii telah mengacu pada

program baku dan hasi pengurapulan
informasi

13,

Apakah program audit telah mendapat
persstujuan pengendall teknis

14.

Apakah tahapan pekerjaan telah sesuai
dengan anggaran waklunya :

- Penelapan tujuan, lingkup dan penaksiran

risiko

- Pengumpulan informasi awal
- Penelapan staf audit

- Rapat pendahuluan

- Survei pendahuluan

- Penulisan program audit

- Perselujuan program audit

15

Apakah kertas kerja audil perencanaan telah
selesai dikerjakar,

Diketahui .
Pengendali Mutu

tanda tangan

Dibuat tanggal ;
Pengendali Teknis

tande tangen

WALIKOTA PALEMBANG

HARNDJOYO




LAMPIRAR X1I

PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG
NoMorR §2 TAMuN Lolb
TENTANG PEDOMAN KEMDALI MUTU APARAT
PENGAWASAN INSPEKTORAT KOTA

PALEMBANG
FORM. KMA 11
BERITA ACARA KESEPAKATAN TINDAK LANIUT
HASIL PENGAWASAN
PAOT NBT I orisneosvrimssinnns TOROGRN wosmmanae BN smisssiy 111 L) IR E—
berternpat di ............. telah dilakukan rapat pembahasan hasil temuan penugasan pengawasan tim Inspaktorat
Kola Pzlembang sesuai dengan Surat Tugas NOmOr e Tanggal ......coomsnnseees TOntang .....cccee ;
dengan kondisi sebagai berikut:
No |Ursian Temuan Tangaapan Auditan Rencana Aksi il
1 [Judul Temuan : |
Kondisi -
Kriteria ;
Sebab :
Akibat :
Rekomendas] ;
2 |Judul Temuan ;
Kondisi :
Kriteria :
Sebab :
Akibat :
Rekomendasi :
Disetujui Oleh: Tim Audit (PPJ, Dalnis, KT dan AT)
Kepala Dinas/Kantor
sl Al B Ll Lo
MIP,
P e g e, SR
NIP.
NIP. ' Sl e, B
MNIP.
e R e PR
NIP.
T i ey
MNIP.

WALIKOTA PALEMBANG

HARNOJOYO



LAMPIRAMN Xl

PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG
NOMOR 81 tavuow 2ok

TENTANG PEDOMAN KENDALI MUTU APARAT
PENGAWASAN INSPEKTORAT KOTA PALEMBANG

FORM KMA 12
LEMBAR REVIU SUPERVISI
MAMA AUDITI
MNO. SURAT TUGAS
PERIODE AUDIT
KETUA TIM
NO PERMASALAHAN/KOMENTAR INDEK KKA PENYELESAIAN PERSETUJUAN
gy 2 3 4 2
1 = e el GEn USRI, (NGF R tie N INICH. Bl AU of, I Bl r — el s =1
2 S S — P ——— —
& R 8 Lol = — gk AR
4 s Sy | n =i SN - =2 —]
PETUNJUK PENGISIAN
a. Kolom nama auditi yang diisi dengan nama yang diaudit
b. Kolom nomer surat tugas cukup jelas
e, Kolom periode audit diisi dengan periode dilakukannya audit tersebut
d. Kolom ketua tim diisi dengan nama ketua tim yang bertanggung jawab
e Kolom 1 diisi dengan nomer urut
f. Kolom 2 diisi dengan parmasalahan atau komentar
q. Kolom 3 diisi dengan noor indek atau nomor kode KKA
h. Kolom 4 diisi dengan penyelesaian yang dilakukan oleh

permasalahan atau komentar dari pengendali teknis atau pengendali mutu
Kolom 5 diisi dengan paraf pengendali teknis atau pengendali mutu

sebagai tanda persetujuan atas penyelesaian yang dilakukan cleh ketua tim dan
angGota tim yang bersangkutan

Kolom tanda tangan diisi dengan tanda tangan dan nama pengendali teknis yang
bertanggung jawab

Kolom tanda tanggal diisi dengan tanggal dilakukannya proses revieu tersebut

WALIKOTA PALEMBANG,

HARNCJOYO




LAKPIRAN XY
PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG

NOMOR 8L ThnunN 2-0lb
TENTANG PEDOMAN KENDALI MUTU APARAT
PENGAWASAN INSPEKTORAT KOTA

PALEMBANG
FORM KA 13
LAPORAN MINGGEUAN
PENGUJLAN DAN EVALUASI
Mingau ke ...
HamadAwdd - el
Aiamal: 00 Docananaasasid Pangendali Tekns . Ketua Tim -
Mo Surat TUgES . oo
Mama Aundidor  © .
Tal Tol.
: Realigzsi | Eslimazi f[am
Prosedur | Realisesi | : Angaaran A Realsaw Biaya P L
Tal Audit Nar Jam g€ untuk d Jari FAnggeran Biaya sd Tal Angaran Biaya
Tol penyelesaian —
1 2 3 4 5 [5 7 8 £
3 O —==)
2
3
ST
5
Nama Auditor .
Anaksls Penyimpangan ;
Fetua Tim -
Pengendalian Tekns
FPETUNJUK PENGISIAN:

a. Minggu ke diisl dengan minggu ke berapa laporan tasssout
b. Nama auditi dan alamat cukup jeles

€. Kolom perinde diist dengan audi

d. Kolom zuditor disi dengen nama auditer yang matakykan daud?
2. Kolom pengendali teknis dan jetua tim sera tangga! cukup jelas
f. Kolom 1 diisi dengan tanggal dalem minggu yang bersangsutan
. Kolom 2 diisi dengan prosedur audit yang ditaksanakan oleh anggeta tim atau ketua tm yang barsangiutan

h. Kelom 3 diisi dengan realisas wakty uvntuk prosedur audit pada minggu yang diaporkan

i Folom 4 disi dengan realitasi waktu untuk prosadur avdd kumutatit dari minggu sebelumnya diambah dengan realisasi wakiy
rringgu yang dilaporkan

J- Kedom 5 diisl dengan anggaan waktu yang ditetapkan datam program audiz untuk progedur yang bersangkutan

k. Kolom 6 diisl dengan realisasi biaya total untuk auditor yang bersenghutan pada minggu pelapoeran

|. Kodom 7 disi dengan biaya tetal kumulstif bog: auditor yang bersangkatan

m. Keolom 8 disi dengan total anggaran biaye yang telsh ditetapkan bagl audtsr yang bersangkutan

. Holom nama auditor dilsi dengan nama auditor yang berlugas

o. Kolom analists penyiinpangan dilakukan oleh katua fim dan pengendall teknis sesuai de

n kejadian yang ada
di lapangan

WALIKOTAFALEMBANG

HARNDJOYO



INFORMASI LiMuM

NAMA AUDITI

ALAMAT

TUIUAN AUDIT

PERIODE YANG DIAUDIT
NOMOR KARTU PENUGASAN

TAFAPAN PENYELESAIAN

LAMPIRAN XV

FERATURAN WALIKOTA PALEMBANG

NOMOR

TENTANG PEDOMAN KENDALI MUTU APAR
PENGAWASAN INSPEKTORAT KOTA

BL v 2-p\p

PALEMBANG

PENGENDALIAN PENYUSUNAN LAPORAN

FORM KMA 15

URAIAN

TANGGAL

11 111 IV

1

=

Diserahkan oleh Ketua Tim keppada

3. _ |Pengendaii Teknis

Diserahkan oleh Pengendali Teknis
kepada Pengendali Mutu

En

Disarghkan ke sekretariat untul
diketik

Diserahkan ke pelugas Reviy

Tanggal Mulal | Tanggal Selesal |

Diperbaiki oleh Sekretanat

icopy dan dijilid
Diserahkan ke pengendali mutu

I Diserahkan ke pimpinan APIP

Diserahkan kepada Pimpinan

| |Organisasi

Didistribusikan kepada
1. Auditi

2. Fimpinan Organisasi

3.BPK
4. Arsip

PETUNIUK PENGISIAN:

a, Kolom informasi umum diisi dengan data yang berhubungan dengan audit

b. Kolom 1 dilsi dengan uraian tentang langkah pekerjaan yang ditempuh dalam pglaporan
¢. Kolom 2 diisi dengan nama personal yang bertanggung jawab
d. Kolom 3 diisi dengan tanggal yang berhubungan dengan kegiatan tersebut

WALIKOTA BALEMBANG,

HARNOJOYO




LAMPIRAN X0V

PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG
NOWOR 1 TRAMUN  30L6
TENTANG PEDOMAN KENDALI MUTU ARARAT
PEMGAWASAN INSPEKTORAT KOTA
FALEMBANG

FORM, KMA 14

CHECK LIST
PENYELESATAN PENUGASAN PENGUJIAN DAN EVALUASI

MO,

LRAIAN

SUDAHS
_BELUM %% PENYELESAIAN

2
sudahkah ddakukan penjelasan penugasan kepada

3 i

anggola tm

sudalikah dibuat perencanazn audit

Sudahkah dilakuia audit sesuzi program awdit

Sodafikah dIaKUYAR réview ternadap hash keja
anggota bm

ol »| afep .Hl--

sudahkzh hasd review ditindaklanjull oleh anggota
tim

Sudahkah anggota tim membuat KA den disimpan
pada tempat yang telah dislapkan untuksya

yang DIEh Feelua Tim dan
disimpan pada tempat yang telah dsiapkan
sebelummya

Sudahkah direview oleh Pengendalian Teknis ¢

= Rewview I langgal
- Review II tanggal
- Review I tanggal
- Review IV
Sudahkah

arahan review dan
Pengendali Tekni

10.

Shdankah hasil réview Pengendall Tekne
ditindaklanfuti okeh tim

11.

sudahikah dikembangkan temican hasd audit dan
rekomendasi perbalian

12

13

Sudahiah ailakukan komunikasi temiuan dan
rekomendasi perbaikan dengan manajemen auditi

Sudahkah diperoleh kata sepakat atzs rekomendas
yang diberiign

14

Adakah pengendali mutu melakukan reviu ;
- Review 1 tanggal

- Review 11 tanggal

- Review [11 targoal

15

Sudahiah dibuat ringkasan hasil reviu pengendall
mutu

16

Sudalikah hasll reviu penanggung Jawab
ditindaklanjut oleh dm

17.

Sudahkah ddakukan penyusunan dokumentast hast
audit

18,

Sudahkah dokumentas) has) Suct thbanas «

- di tm
- dengan Pengendali Teknis
- dengan Pengendali Mutu

19

Sudahlah dilakukan peneladhian kesesuaian KEA dan
Eimya dengan standar audit APIP

- ¢l tm
- denegan Mengendal Teknis
- dengan Pengendali Mutu

20

Sudahkah diEkukan penclaahan kisesuaian FiA
dengan tujuan audt

- cengan Pengendali Teknis
- dengan Pengendali Muty

21

Sudahlah diakukan pembalasan stimpatdan hask
audit :

- i tim pemerniksa
- dengan Pengendali Teknis

- dengan Pengendali Mutu

Pengendali Teknis :

PETUNIUK PENGISIAN:
a. Kolom 1 dils dengan nomor unst

b. Kolom 2 dilsl dengan prosedur keva yang harus dilakukan

¢. Kobom 3 diisi dengan kondisl penyeiesaian

d. Folom 4 disi dengan kendisi penyelesaian yang sudah dilsksanalen

&, Kodomn 5 disl dengan catatan yang diperiuian
f. Kolom pengist disi dengan data nama ketua Him dan tanggal pendgisian
0. Kolom review ditsi dengan data nama cengendall teknis dan tanggal reviu

Tgl.......

Diisi obeh,
Ketua Tim :

WALIKOTA PALEMBEANG




LAMPIRAN XVl

PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG
NOMOR B2 TAdvN 2216

TENTANG PEDOMAN KENDALI MUTU APARAT
PENGAWASAN INSPEKTORAT KOTA

PALEMBANG
FORM KM 16
REVIU KONSER LAPORAN
PENGENDALI TEENISFENGENDALI MUTU
MAMA ALIDITI
MO KARTU PENUGASAN
WMasalah yang Panyalasaian
No Unit | Halaman LHA dijurnpai MNomor KKA Mazalah Dilakukan Gleh Ket
1 2 3 4 5 B 7
1
2
3
4

PETUNJUK PENGISIAN:
& Kolom nama auditi dan no. kartu penugasan cukup jelas
b. Kolom 1 diisi dengan nomor urut

c. Kolom 2 diisi dengan halaman LHA

d. Kolem 3 disi dengan uraian lentang masalan yang dijumpai

Pangendall Teknis :

Tanggal

a. Kolom 4 diisi dengan nomor KKA

i. Kelom 5 diisi dengan penyelesaian terhadap masalah tersebut
g. Kolom & diisi dengan nama dari pe-reviu

h. Kolom 7 diisi dengan catatan yang diperiukan dalam proses pembuatan laporan

i. Kolom pengendalian teknis dan tanggal diisi dengan nama pangendali teknis dan tanggal pekenadn

WALIKOTA

HARNOIOYO

LEMBANG,




CHECK LIS™

LAMPIRAN XV

PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG
NoMOR 81 TAHUN ol
TENTANG PEDOMAN FENDALI MUTU APARAT
PENGAWASAN INSPEKTORAT KOTA

PALEMBANG

PENYELESAIAN LAPORAN

FORM. KMAA1T

URAIAN

SUDAH/BELLIM

KETERANGAN |

3

4

RINGHASAN PIMPINAN

Ringkzsan pimpinan menyafikan ovenview ringkas atas
audit], tujuan aldit, reang fingkup, referensi atas kiiteria
audit, metodologi audit, dan simputan hasi sudit atas
zattap tujuan audd

BODI LAPORAN =

Kecukupan informas! iatar belakang auditi

Tujuan audit dan ksiteria yang berkailan

wlfd L] p

Ruang lingkup sudit yarg dinyelakan ebcara [elas

Jadusal audit, metedologi, stanaar audit yang diacu Jika

ada standar yang tidak dilkul, penjelasan yang mmadai
telah dibuzt

ol

Hasil observasi yang mendalam yang berkaitan dengan
tujuan dan kriteria audit telzh diperaleh untuk mensanai
sanpylan awdit

Setiap ebsenvasi beriel pemyataen kendisi, krieom,
penyebab, dampak dan rekemendasi

Buktl yang cukup dan persuasi telsh dikumpllican untus
mendukurg setizp observas

Temuan yang bisa dkuantifis’r telah dibitung secara
meamada.

10.

Rekomendasi yang dibenkan telah mengikuti alur logis dari
hasil observasi dan penyebab, [elas dan cosl-sffactive,
ditujukan kepada plhak yang barkampeten

11,

Simplan Welan qEans UMUK S2uap W0juan aUwalt aan (eEm

digukung dengan bkl yang persuasif

12

LampiranJampiran yang disagian memang mesambah
tiEl l3paran

FORMAT LAPORAN

Daftar isi yang manggambarkan strukdur laperan dan judul
yang same denazn judul pads hataman kodi

14

Judul dan huruf yang kKonsisten

15

Bagan dan gambar telah dinjuk secara memadal dalam
bodi laporan

16.

Struktur kakmet dan paragraf yang muedah dipahami

17,

Singkatan-sngxstun telah didefinisikan.

18.

Bahass dan tarminoleai yang mudah diosshami

13.

Tata bahasy dan penulisan kata vang tepat

20.

Lampiran dizaifkan 526503 seragam dan dinguk pada bad
poran.

2.

Secara keseturuhan, laperan sudah jelas dan tepal.

LAIN_LalN

PenyusLnan 12lah moiaiul proses raaiy
- Pengendali Teknis
- Pengendal Mutu

23

Driztribisi laporan lelah sesual ketentuan.

Tglaois
Direview olah,
Pengendali Tekns |

PETUNJUK PENGISIAN:

a. Kolom 1 disl dengan noma uret

b. Kolom 2 des: dengan uralan tentang pekeraan yang dilakukan
¢. Kolom 3 disi dengan kondisi pekerjaan

d Kolom 4 disi dengan keterangan yang diperiukan

&, Kolom identitas diilst ¢engan pengizi fermulir dan pereviunya

nest - olehy,
Ketua Tim

Tolnin

WALIKOTA PALEMBANG,

HARKOQUIOYOD



ALICITIH

PERIDDE ALDIT

HNOMOR SURAT TUGAS

HOMOR LHA

HWOMOR FORMULIR PENYAMPAIAN
DISAMPAIKAN TakGGEAL

RASAT PEMUTUPAN ALCIT TANGGAL

HONSEP TEMUAN DAN RENCANA TINDAK LANJUT

REKCMEHDASI

REMTARN TINDAK

LA PIRAN XX

PERATURAN WALIKOTA FALEMEANG

ROMOR

AL TAHUAN 20|k
TEMTANG PEDCMARN KENDALI MUTL AFARAT

PENGAWAS AN INGPEKTORAT KOTA

PALEMBANG

KOMHRETAR AUDIT

FORM. KMA 18

FCMENTAR

KET

1 KRITE RIA
MO  HOMDIS!
: b el

a

AUCITOR
g

10

PEMGENDALI TEKKNIS

PETUNJ UK, PENGISIAN:

. Keiom informael urmum sukup |slas

b. Keiom 1 diisi dengan nomor Lt

o, Kolom 2 diini dorgan kondisi yang ditarnukan

d, Kalom 3 dilsl dongan kritena yang digunaxon

o Holem 4 ciai dangan ponysbab terjac. mya kondisi lorsobut

I, Haolom 5 difsd dengan akiset yang murg e terjadi kacena kondisl tersetat
@ Kolom B disl dengan rekomandasl yang dibodka audidor

h. Kaolom 7 diisi dengan rencana tindok lan/ut yang dirokomandas)

i, Kolem B ciisl dengan komentas sudit atas rekomendaal yang diberikan
| Kolom 9 dild dengan kermentar auditer ates komentar augit

k, Kolom 10 gisl dengan keterasgan yang diperukan
L. Keiom pengendal tekres dan ketua Bm diisi dengan nama dan fanda tanganmya

WALIKOT,

PALENMBANG,

HARNOUIOYD




LAMPIRAN XX
PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG

0L TAMUN Z0o\k

TENTANG PEDOMAN KENDALI MUTU APARAT
PEMGAWASAN INSPEKTORAT KOTA

PALEMBANG
FORM. KMA 19
LAPORAN TINDAK LANJUT TEMUAN AUDIT
NOMOR SURAT:

INFORMASI UMUM o _ WWenghed =~
Instansi/Unit { Perihal NS}
Bagian/ Kegiatan yang diaudit _|Eksemiplér =00
No & Tgl Laparan Audit

|Nn. Formulir Penyampaian

No. Rekomendasi

Tindak Lanjui yang telah dilakukan

Tanggal Penyelesaian

Pimpinan Audit

Pengendali Teknis

PETUNJUK PENGISIAN

a. Kelom informasi urnum diisi dengan data tentang avdit umum

b. Kolom tindakan koreksi diisi dengan uraian tantang tinoakan yang telah dilakukan

. Kolom tanggal penyelesaian cukup jelas

d. Kolom pimpinan auditi dan pengendali teknis cukup jelas

WALIKOTA FALEMBANG,

HARNOQJOYO



LAMFPIRAN XXI
PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG

NOMOR OL TAHUN 2616
TENTANG PEDOMAN KENDALI MUTU APARAT
PENGAVWASAN INSPEKTORAT KOTA

PALEMBANG
FORM. KMA 20
LAPORAN PEMANTAUAN TINDAK LANJUT TEMUAN AUDIT
NOMOR SURAT : coooocrerimeecsenenirsssssssssssssspanee
INFORMASI UMUM
NAMA AUDITI
ALAMAT
NO NG LHA URAIAN TEMUAN REKOMENDASI TINDAK LANJUT KETERANGAN
1 2 3 4 5 6 X

PETUNJUK PENGISIAN:

a. Kolom nomor surat diisi dengan nemer surat laporan tindak lanjut

b. Kolom informasi umum diisi dengan nama auditi dan alamatnya

. Kolem 1 diisi dengan nomor urul

d. Kolom 2 diisi dengan nemor Laporan hasil Audit

e. Kelom 3 diisi dengan uraian hasil temuan

f. Kolom 4 diisi dengan rekomendasi auditor

g. Kolom 5 diis dengan uraian tentang tindak lanjut

h. Kolom 6 diisi dengan ketarangan atas status tindak lanjut

.. Kolom pelaksana tindak lanjul diisi dengan nama orang yang melaksanakan ttindak lanjut.

Tim Pemantau Tindak Lanjut

WALIKOTA PALEMBEANG,

HARNOJOYO




LAMPIRAN XAl
PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG

NOMOR AL Thauk 2-0\f
TENTANG PEDOMAN KENDALI MUTU APARAT
FEMGAWASAN INSPEKTORAT KOTA
PALEMBAMG

FORM. KMA 21
BERITA ACARA PEMUTAKHIRAN DATA

Temuan Audit vang beluem di ndaklanjuti
Sampai dengan lebih dari 1 bulan

Pada INSIENET L. e v e e et

Pada har ini .....c.cccoeeiinnn, Janggal .. Telah dilakukan pen.utkhiran data temuan
audit yang belum di tindaklanjuti bular ... 5d..ccooinn, Oleh audit .........cocoeea Yang
dihadini oleh :

| S

p’ S

Dalam proses pemutakhiran ini telah diakukan rekonsiliasi dan pemutakhiren data atas
temuan audit APIP dengan hasil sebagai berikut ©

Temuan Shim Pemutskhiran Tindak Lanjut Temuan Stth Pemutakhiran
Mo | No&Tgl LHA | Jmih Temuan Nilal (Rp) Jmih Temuan Nilai (Rp) Jmith Temuan Hilai (Rp)
1 2 3 4 5 5] 7 g
— 1 S —— e —— el ——— S —— T — TR
] N iy ST ) 58 e £ e
==

Rincian temuan per LHA terdapat dalam lampiran berifa acara ini da menupakan satu kesatuan yang tidak dapat
dipisahkan dengan Berita Acara ini

Demikian berita acara ini dibuat dengan sebenamya untuk digunakan sebagaimana mesiinya .

Pimpinan Auditi Fimpinan APIP
PETUNJUK PENGISIAN;

a. Kolom instansi diisi dengan nama audili

b. Kolom hari dan tenggal diisi sesuai dengan saat pemukiahiran dala

©. Kolom personal yang hadir diisi sesual dengan yang hadir

d. Kolom 1 diisi dengan nomor urut

2, Kolom 2 diisi dengan nomor dan tanggal LHA

i. Kolom 3 dan 4 diisi dengan data jumiah temuan dan nila sebelum pemukizhiran
g. Kolom 5 dan & dilsi dengan data jumiah temuan dan nilsi saat tindak lanjut

h. Kolom 7 dan & diisi dengan data jumlah temuan dan nilal setelah pemukiahiran
i. Kolom piminan auditi diisi dengan nama dan tanda tangan

j. Kolom pimainan APIP diisi dengan nama dan tanda tangan

WALIKOTAH PALEMBANG,

HARNCIOYOD



LAMPIRAN XX

PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG

NOMOR BZ TAMW 2o 6

TENTANG PEDONMAN KENDALI MUTU APARAT

PENGAWASAN INSPEKTORAT KOTA

PALEMBANG
FORM KMA 22
RENCANA AUDIT DILIHAT DARI OBJEK AUDIT
TAHUN .....oveiemmisi
NO BULAN /RODE NAMA AUDITOR

URUT NAMA, AUDITI SASARAN AUDIT 1 2 3 4 5 6 T 8 9 10 11 12

1 2 e = === =iy Br——5 10 11 42— |—13 14 15
PETUNJUK PENGISIAN

a. KOLOM 1 ISIDENGAN NOMOR URUT
b, KOLOM 2 DISI DENGAN NAMA AUCITI YANG AKAN DIAUDIT

c. KOLOM 3 DIiSI DENGAN SASARAN AUCIT
d. KOLOM 4 SD 15 DIISI DENGAN TANDA YANG MENUNJUKKAN WAKTU DILAKSANARAN

WALIKOTAPALEMBANG,

HARNOJOYO




LAMPIRAN XXIV
PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG
NOMOR B2 Thyn 2olp

TENTANG PEDOMAN KENDALI MUTU APARAT
PENGAWASAN INSPEKTORAT KOTA

PALEMBANG
FORM KMA 22
FETA AUDIT
PER TAHUN ALDIT ......
: rana dan Prasarana :

NAMA AUDIT ol . Tenaga Auditor yang Dimiliki Unit | Tenaga Tata Usaha Unit 2008 unit ; Dana Unit Lain-

(Instansi,Kegiatan, Besaran Risiko Audit n lain
Program, dil) Daltu | Dalnis [K. Tim |A.7im |Gol.iV |Gol. III [Gol. II [Komp |Kend |Lainnya|SPPD |Lainnya L

P 2 £ £l i & o & g 10 11 $in 1z 14 i5

—

PETUNJUK PENGISIAN:
. Kolom 1 diisi dengan nama auditi, seperti nama instansi, kagiatan, program, kontrak dll
. Kelom 2 diisi dengan besaran risiko hasil pengukuran risiko yang telah dilakukan untuk tiap auditi
. Kclom 3 diisi dengan nama auditor pengendali muiu
. Kolem 4 diisi dengan nama auditor pangendali teknis
. Kelom 5 diisi dengan nama auditor ketua tim
Kolom 6 diisi dengan nama auditor anggota tim
. Kalom 7 diisi dengan nama auditor tenaga tata usaha APIP Golongan IV
. Kolom 8 diisi dengen nama auditor tenaga tata usaha APIP Golongan 111
Kolom 9 diisi dengan nama auditor tenaga tata usaha APIP Geolongan II
Kolom 10 diisi dengan jenis sarana laptop dan PC
. Kolom 11 diisi dengan jenis sarana transportasi
. Kolom 12 diisi dengan jenis sarana lainnya
rn Kolom 13 diisi dengan total dana perjalanan dinas
n. Kolom 14 diisi dergan total dana untuk membayar tenaga ahliflaboratorium independen dil
o. Kolom 15 diisi dengan hal yang belum tertampung di kolom yang ada

TET o TO OO DTN

WALIKOTR PALEMBANG,

HARNOJOYO




LAMPIRAN XXV

PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG

NOMOR  BL ThHum 20lb

TENTANG PEDOMAN KENDALI MUTU APARAT

PENGAWASAN INSPEKTORAT KOTA

PALEMBANG
FORM KMA 23
PERENCANAAN PETUGAS AUDIT (AUGITOR)
TAHUN ..covevrnrenne
| MINGGU / AUDIT]
T 12T 3l 2[5 16]71 8 e [0]ii]12]13]14][15] 6] 17] 18] 18202112223 24] 25] 26
Nol NnamaAuDiTor 57 1281 20 | 30 | 31 | 32] 53| 24 | 35 | 36 | @7 | @8 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52
K Z 3|l al 51617 18|90 11]12113[14] 5] 16| 17| 18] 19| 20 | 21 | 22| 25| 24 | 25| 25 | 27 | 28

iﬂ-hmm_tl
|
1

PETUNJUK PENGISIAN
a. KOLOM 1 DIISI DENGAN NOMOR URUT
b. KOLOM 2 DIIS| DENGAN NAMA AUDITOR YANG AKAN DITUGASKAN

c. KOLOM 3 SD 28 DENGAN TANDA WAKTU PENUGASAN

WALIKOTA PALEMBANG,

HARNOJOYO



LAMPIRAN XXV
PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG
NOMOR 81 ThHUN D01k

TENTANG PEDOMAN KENDALI MUTU APARAT
PENGAWASAN INSPEKTORAT KOTA

PALEMBANG
FORM KMA 24
ANGGARAN BIAYA AUDIT
TAHUN .........
NO | NAMA AUDITI TUIUAN PETUGAS JAEATAN HART TRANSPGRT LUMPSUM JUMLAH
1 2 3 4 5 6 7 8 5
=== = e =iz == a
2 — — ) = = e
i T TN > e S N 1 20 =\ ~ W
4 = T el ol R T
5
PETUNJUK PENGISIAN

a. Kolom 1 diisi dengan nomor urut

b. Kaolom 2 diisi dengan nama audit

c. Kolom 3 diisi dengan tujuan audit

d. Kolom 4 diisi dengan nama petugas

e, Kolom 5 diisi dengan jabatannya

f. Kolom 6 diisi dengan jumlai hari audit

g. Kolom 7 diisi dengan rupiah uang transpor
h. Kolem 8 diisi dengan rupiah uang lumpsum WALIKOTA FALEMBANG,
i. Kolom 9 diisi dengan jumlah vang transpor dan lumpsum _

HARNOJOYO



LAMPIRAN XXVII

PERATURAN W : Peraturan Walikota Palembang
NOMOR ; ?]_Tahun 2016 quypevel
TENTANG PED(:  Nopgmber 2016
PENGAWASAN INSPEKTORAT KOTA

PALEMBANG
FORM KMA 25
REKAPITULASI BIAYA AUDIT
TAHUN .coviienees
BULAN TRANSPORT LUMPSUM HOTEL DLL JUMLAH
2 3 4 5
P = =t o e | ! 08 R
2 b —— —
i T R AT
! S
5 —_— e SN ey —— —
b
? —1 | C— ———— e ————
s g AR e
g : _—
10 i
I
PETUNJUK PENGISIAN

a. Kolom 1 diisi dengan nama bulan

b. Kolom 2 diisi dengan jumlah uang transport
¢. Kolom 3 diisi dengan jumlah uang lumpsum
d. Kolom 4 diisi dengzn jumiah hotel dll

. Kolom 5 diisi dengan jumlah (2+3+4)

WALIKOTA PALEMBANG,

HARNGCJOYO



PENGAWASAN INSPEKTORAT KOTA

PALEMBANG

FORM KMA 26
BON PEMINIAMAN BERKAS
Humar : SEELRRTARRERAnEES
BEnEEemnlm: 00 ]| R nmecssrassmsmannisis s i i
Jabetany 0 U] Eniameen i e R
BaganfBidang: = 0 B - miian e R i i e s
2 B N i [ RO TR = - i s s vl o L
ReeTantang:. . L R e T R
Plomer:Dusier: 0 B L e e bo. Urut Order.........ccoineeee
Peminjam Disetujui Ol=h Rencana dikembalikan Petugas Arsip
1 2 3 4
EEe ey Golon ) ey SR e
PETUNIUK PENGISIAN
a. Kolom nomeor diisi dengan nomor ban peminjaman
b. Kolom identitas cukup jelas
¢. Kolom 1 diisi dengan tanda tangan dan nama peminjam
d. Kolom 2 diisi dengan tanda tangan dan nama pemberi persetujuan
e. Kolom 3 diisi dengan tanggal akan dikembalikan
f. Kolom 4 diisi dengan tanda tangan dan nama petugas arsip
WALIKOTE PALEMBANG,

HARNOJOYO




LAMPIRAN XXiX

PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG
NOMOR  BL g ol

TENTANG PEDOMAN KENDALI MUTU APARAT
PENGAWASAN INSPEKTORAT KOTA
PALEMBANG

FORM. KMA 27

vaiinsi  PEMERINTAH KOTA PALEMBANG

INSPEKTORAT
JL. KAPURAN NO.3 22 ILIR PALEMBANG

— e

SURAT PERINTAH TUGAS

MNomor
Lampiran
Perihal

Kepada Yth ..................

Berdasamkan ... ceecinninesensnee Dengan ini kami menugaskan ...................

untuk melakukan audit atas kegiatan seperi yang tercantum pada pokok surat
dalam wilayah unit yang saudara pimpin

Adapun susunan tim auditor adalah sebagai berkut :
1.

2.
3.

Kami harapkan bantuan dan kerjasama Saudara dan selurun staf agar kegiatan
audit tarsebut berjalan dengan lancar

Pimpinan APIP

.........................

PETUNJUK PENGISIAN

a. Kolom nomor diisi dengan nomor uruat surat tugas

b. Kolom lampiran diisi dengan jumlah lampiran dalam surat tugas

c. Kolom perihal diisi dengan ha yang akan dituangkan

d. Kolom berdasarkan diisi denga dasar pembuatan surat tugas tersebut

e. Kolom menugaskan diisi dengan tim audit yang dimaksud

f. Kolom susunan tim auditor diisi dengan tim yang akan mengaudt

g. Kolom pimpinan APIP diisi dengan nama dan ‘anda tangan dari pimpinan
(yang menugaskan)

h. Kolom diisi dengan kepada siapa surat {ersebut juga ditujukan

WALIKOTA PALEMBANG,

HARNOJOYO



LAMPIRAN XXX

PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG
NOMOR fL pun 20&9

TENTANG PEDOMAN KENDALI MUTU APARAT
PENGAWASAN INSPEKTORAT KOTA
PALEMBANG

FORM. KMA 28

SURAT PENYAMPAIAN TEMUAN

Kepada
Dari
Perihal AP

Daftar temuan ini disampaikan untuk dibahas.

Bersama ini kami sampaikan daftar temuzan yang telah di bahas dengan Saudara A, B, dan C
yang bertanggung jawab dalam bidang tugasnya masing-masing. Mereka telah menyetujui hal -
hal yang dimuat dalam daftar temuan. Kami mengharapkan saudara dapat mempelajarinya

dengan seksama dan apabila Saudara tidak berkeberatan, kami ingin membahasnya bersama
PAda LANO0AL ... osmasuissisinirings

Atas perhatian Saudara kami ucapkan terima kasih

Ketua Tim Audit,

PETUNJUK PENGISIAN

a. Kolom kepala diisi dengan nama pimpinan tertinggi dari auditi

b. Kolom dari diisi dengan nama ketua tim audit

c. Kolom perihal diisi dengan maksud surat atau penyampaian daftar temuan
d. Kolom tangga! diisi dengan tanggal diinginkannya pembahasan

e. Kolom ketua tim diisi dengan nama dan tanda tangan ketua tim audit

WALIKOTA PALEMBANG,

HARNQJOYQ



Mama

Status dafam tim

Mama Ketua Tim

Nama Pengendali Teknis
mama Pengendai Mutu

LAMPIRAMN XXX
WALIKOTA PALEMBANG

FERATURA,
MOMOR

L Mg ol

TENTANG PEDOMAN KENDALI'MUTU APARAT
PENGAWASAN INSPEKTORAT KOTA

PALEMBANG

FORMULIR PENILAIAN KINERJA AUDITOR ATAS PENUGASAN AUDIT

FORM, KMA 29

ND URAIAN TUGAS KODE

NILAL YANG DIBERIKAN

2

3

TOTAL

5

() [ e

4|

Tota! Fenilaian

Nilai rata-rata |

Penilai
L Narma penilai TP TR
Paraf dan tanggal e
2 Mama penilaj e TR
Faraf dan tanggal e e
3. Mama ponilal T s
Paraf dan @nggal ey S
PETUNIUK PENGISIAN:
a. Kolom nomar surat diisi dengan nomor surat laporan tindak lanjut
b. Kolom informas! umum diisi dengan nama auditi dan alamatnya
. Kelom 1 diisi dengan nomor urut
d. lolom 2 diisi dengan nomar Laporan hasil Audit
e. Xolom 3 diisi dengan uraian hasil temuan
f. Kolom 4 diisi dengan rekomendasi auditor
g. Kalom 5 diisi dengan uraian tentang tindak lanjut
h. Koloem 6 diisl dengan keterangan atas status tindak lanjut

i. Kolom pelaksana tindak lanjut diisi dengan nama orang yang melaksanakan ttindak lanjut.

WALIKOTA PALEMBANG,

HARNOJOYO



LAMPIRAN XXXII

PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG
NOMOR  f1 TAHUN 90

TENT~NG PEDOMAN KENDALI MUTU APARAT
PENGAWASAN INSPEKTORAT KOTA

PALEMBANG
FORM KMA 30
KARTU PENILAIAN KINERJA AUDITOR
Mama .. . D ks e s S e b
Jabafan/Pangkt 00 Wl msetioes ST e R LT
PeriodePaiiilioey: 0l i S e e sk amem
No Keglatan No. ST Nilai Keterangan
1 2 3 4 5
__1 |Kegiatan Audit =¥ i el
1 —_— S— —
=t _ J =5 SRR -
3 - — - —_— — ——
4 —— — _— ——— ——
5
11 _[Kegiatan Audit |
1
|12

3
4
5
| Il |Keglatan Audit
1
2
3

5 == s e L
3

THT]

|Kegiatan Audit | ey
1

| o e
|
|

_ V_ |Kompetensi Auditar

Total : [ . =

Rata-rata = FCNIE T =K

Pejabat Tata Usaha
Mama

Tangaal Administrasi
Komentar

PETUNIUK PENGISIAN

a. Kolom nama diisi dengan nama auditor yang dinilai

b. Kolom jabatanfpangkat diisl dengan jabatan auditor yang dinilai
c. Kolom penilaian diist dengan periode yang dilakukan penilaiar
d. Kolom 1 diisi dengan nomor urut

e. Kolom 2 diisi dengan uraian tentang kegiatan

f. Kolom 3 diisi dengan nomor surat tugas

a, Kolom < diiisi dengan nilai yang diberikan, total dan rata-ratanva
h. Kolom 5 diisi dengan keterangan yang diperlukan

1. kolom lain-lain diisi dengan Pejabat TU, tanggal pengadministrasian dan komnetar ringkas atas seluruh
penilaian

WALIKOTH PALEMBANG,

HARNOJOYO






